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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh 
pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum terhadap penyerapan 
tenaga kerja di Indonesia periode 2010-2014. Variabel yang diamati dalam 
penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen, 
kemudian pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum sebagai variabel 
independen.  Penelitian  ini  menggunakan data  sekunder  yang bersumber 
dari terbitan Badan Pusat Statistik mencakup data 33 provinsi Indonesia. Model 
menggunakan data panel yang dihitung dengan pendekatan Fixed Effect Model 
dengan menggunakan aplikasi Eviews 9.5. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa selama periode penelitian 99 persen dari variasi variabel independen 
dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel penyerapan tenaga kerja di 
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan, Investasi berpengaruh positif dan tidak 
signifikan, serta Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia periode 2010-2014. 
 















 This study aims to analyze and determine the effect of economic growth, 
investment and minimum wages on labor absorption in Indonesia in the period 
2010-2014. The variables were observed in this study are labor absorption as 
dependent variable, and then economic growth, investment, and minimum wages 
as independent variables. This study uses secondary data published by the 
Badan Pusat Statistik include data on Indonesia's 33 provinces. The model uses 
panel data calculated approach accompanied Fixed Effect Model using Eviews 
applications 9.5. The result  shows that during the period of this study 99 
percents of the variation of the independent variables in this study may explain 
the variable of labor absorption in Indonesia. The result shows that economic 
growth had negative and not significant effect, investment had positive and not 
significant effect, minimum wages had positive and significant effect on  labor 
absorption in Indonesia in the period 2010-2014. 
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1.1 Latar Belakang  
Kesempatan untuk bekerja merupakan salah satu hak warga negara yang 
dijamin oleh Undang-undang dasar sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 
ayat 2 yang berbunyi: “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak”. Ini berarti negara wajib menyediakan lapangan 
pekerjaan bagi semua warga negara Indonesia yang jumlahnya terus bertambah 
setiap tahunnya. Pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada saat ini masih 
belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja sehingga 
pengangguran masih menjadi permasalahan utama ketenagakerjaan di 
Indonesia.  
Untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memperluas 
kesempatan kerja, Indonesia harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 
yang tinggi. Kecenderungan di masa lalu menunjukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi kisaran 4,5 sampai 5,5 persen mampu memberikan pekerjaan bagi para 
pencari kerja baru sesuai dengan tingkat upah yang berlaku saat itu (World 
Bank). Itu artinya untuk menyerap pengangguran yang telah ada dan 
menurunkan angka pengangguran maka Indonesia harus mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.  
Badan Pusat Statistik dalam Laporan Sosial Indonesia 2007 menyatakan 
bahwa permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terus bergulir menjadi besar 





terus meningkat sejalan dengan transisi demografi yang menyebabkan komposisi 
penduduk usia produktif meningkat lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk 
secara keseluruhan. Kompleks, karena keterkaitan yang erat dengan berbagai 
faktor internal dan eksternal, antara lain rendahnya daya beli masyarakat 
sehingga dapat diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 
merupakan prasyarat bagi penciptaan lapangan kerja.  
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh 
suatu negara adalah seberapa besar tenaga kerja yang berhasil diserap tiap satu 
persen pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti 
dengan penyerapan tenaga kerja yang tinggi pula tentu saja menjadi harapan 
semua penentu kebijakan. Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla dalam suatu 
wawancara mengatakan bahwa kemajuan ekonomi sedianya tidak diukur dari 
nilai tukar rupiah terhadap dollar AS atau indeks saham, melainkan kemajuan 
ekonomi suatu negara semestinya diukur melalui besar kecilnya tenaga kerja 
yang terserap (Kompas.com, 22 Oktober 2015). 
Beberapa tahun belakangan, penyerapan tenaga kerja menjadi salah satu 
masalah utama perekonomian Indonesia dikarenakan perkembangan 
penyerapan tenaga kerja cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini 
maksudnya penyerapan tenaga kerja per 1 % pertumbuhan ekonomi cenderung 
dibawah target yang diharapkan oleh pemerintah dan pertumbuhan ekonomi 
dianggap tidak berkualitas. Fenomena dimana pertumbuhan tenaga kerja tidak 
sebesar pertumbuhan ekonomi dikenal dengan istilah “Jobless Growth”. Salah 
satu awal penggunaan istilah ini ditemukan dalam artikel UNDP Human 
Development Report of 1993 dimana dalam artikel tersebut mengatakan bahwa: 





output meningkat, peningkatan penyerapan tenaga kerja masih tertinggal”. 
Berdasarkan deskripsi ini jobless growth berarti pertumbuhan tenaga kerja yang 
tertinggal dari pertumbuhan output (Islam, 2010). 
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pertumbuhan yang 
menciptakan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan membuka kesempatan 
kerja yang lebih luas. Sebelum ekonomi global mengalami krisis pada tahun 
2008 pertumbuhan yang berkualitas bisa tercapai selama beberapa tahun. 
Namun, perkembangan penyerapan tenaga kerja tidak tercapai di banyak negara 
utamanya negara berkembang. Begitu pula yang terjadi dengan Indonesia 
dimana penyerapan tenaga kerja lebih rendah dibanding jumlah yang ditargetkan 
oleh pemerintah.  
Sejak tahun 2011 Pemerintah Indonesia menetapkan penyerapan tenaga 
kerja sebagai salah satu indikator keberhasilan ekonomi setiap tahunnya dan 
dinyatakan dalam Undang-Undang APBN. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 
Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2011 pasal 38, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi setiap 1 % 
(satu persen) dapat menyerap sekitar 400.000 (empat ratus ribu) tenaga kerja. 
Nyatanya, pada tahun tersebut tenaga kerja yang berhasil terserap hanya sekitar 
226.413 tenaga kerja per 1 % pertumbuhan ekonomi. Ini menandakan daya 









Tabel 1.1  















n TK dalam 
UU APBN 
2010 6,20 108.207.767 3.337.104 538.242  
2011 6,46 109.670.399 1.462.632 226.413 400.000 
2012 6,23 110.808.154 1.137.755 182.625 400.000 
2013 5,78 110.804.041 -4.113 -712 450.000 
2014 5,70 114.628.026 3.823.985 670.875 200.000 
Sumber: BPS, data diolah. Ket : Target penyerapan tenaga kerja dalam Undang-undang 
APBN pertama kali dicantumkan dalam UU APBN untuk anggaran tahun 2011. 
 
Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena 
disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara 
otomatis akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat 
sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat 
(Makmun dan Yasin, 2003). Peningkatan output perekonomian yang dikarenakan 
oleh salah satunya adalah investasi dapat menciptakan barang modal baru 
sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja 
baru atau kesempatan kerja yang baru bagi angkatan kerja.  
Wacana pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, maupun 
kesejahteraan masyarakat sering dikaitkan dengan investasi sebagai pendorong 
utamanya. Dalam proses produksi, tambahan investasi menjadi pelipatganda 
output yang membutuhkan tambahan tenaga kerja. Tambahan kebutuhan tenaga 
kerja ini akan memperluas kesempatan kerja serta berdampak terhadap naiknya 
penghasilan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat 





Pada triwulan IV tahun 2010 total PMDN dan PMA sebesar 58,9 triliun 
rupiah dan menyerap tenaga kerja sebanyak 463.012. Tahun berikutnya pada 
periode triwulan yang sama, total PMDN dan PMA sebesar 70,2 triliun rupiah dan 
hanya menyerap tenaga kerja sebanyak 404.039. Ini berarti nilai investasi yang 
lebih besar bukan jaminan penyerapan tenaga kerja bisa lebih banyak dan 
kesempatan kerja lebih luas. Kadin menyebutkan bila dahulu investasi US$ 1 juta 
akan mampu menyerap 100 tenaga kerja, saat ini nilai investasi yang sama 
penyerapan tenaga kerjanya kurang dari 100 ini diakibatkan penggunaan mesin 
yang lebih efisien dan bisa menghemat setengah dari biaya produksi (Bisnis 
Indonesia, 7 Desember 2015). 
Faktor yang juga menjadi penentu seberapa besar penyerapan tenaga 
kerja adalah upah. Upah merupakan ukuran yang paling banyak digunakan untuk 
memberikan gambaran umum tentang pendapatan pekerja (BPS, 2007). Upah 
merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja di pasar 
tenaga kerja dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Hans Hermann Hoppe 
(1992) menyatakan bahwa jika kesempatan kerja naik maka upah akan bergerak 
naik selama tingkat upah yang berlaku dinilai lebih rendah oleh para pengusaha 
daripada nilai marijinal produk (setelah dikurangi dengan preferensi waktu 
sejalan dengan peningkatan sedikit demi sedikit yang diharapkan melalui 
penggunan tenaga kerja). Di lain pihak, kehilangan kesempatan kerja akan 
terjadi atau meningkat selama orang menilai bahwa nilai marjinal produk yang 
didapat, ataupun nilai kepuasan dari kegiatan di waktu senggangnya lebih tinggi 
daripada upah yang mencerminkan produktivitas marjinal jasa/tenaganya.  
Untuk mengatasi masalah yang paling sering diperjuangkan oleh kaum 





sejak tahun 1970-an. Kebijakan upah minimum telah menjadi isu penting dalam 
dalam masalah ketenagakerjaan, baik di negara-negara maju maupun negara-
negara berkembang. Kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki nasib pekerja 
ini nyatanya juga belum sepenuhnya berada di pihak para pekerja. Data terakhir 
menunjukkan bahwa rata-rata upah minimum tenaga kerja di Indonesia sebesar 
Rp 1.595.900, namun dalam laporan tren ketenagakerjaan yang dikeluarkan oleh 
ILO menyebutkan bahwa insiden upah rendah di Indonesia tergolong tinggi 
dimana 51,7 persen pekerja tetap memperoleh upah di bawah upah terendah 
yang diwajibkan UU pada Februari 2015.  
Selain itu, berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja, penelitian yang 
dilakukan oleh lembaga penelitian SMERU menunjukkan bahwa kebijakan upah 
minimum ini memiliki dampak negatif terhadap penyerapan tenaga kerja di sektor 
formal perkotaan, dengan pengecualian bagi pekerja kerah putih. 
Peningkatan penawaran tenaga kerja tiap tahunnya seharusnya bisa 
diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja mengingat proyek investasi yang 
semakin banyak dan pertumbuhan ekonomi yang terus tumbuh dapat 
menciptakan berbagai lapangan pekerjaan.  Nyatanya, beberapa tahun terakhir 
penyerapan tenaga kerja masih dibawah target yang ditetapkan oleh pemerintah 
sendiri. Ini berarti kesempatan kerja di Indonesia juga masih belum mencapai 
sasaran.  
Dari pembahasan di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai 







1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dapat 
dirumuskan; apakah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum, 
berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 
1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum 
berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 
 Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
1. Sebagai bahan studi bagi mahasiswa-mahasiswi fakultas ekonomi, 
khususnya jurusan ilmu ekonomi 
2. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam hal 
pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum serta 
penyerapan tenaga kerja yang berguna di masa yang akan datang 
3. Sebagai proses pembelajaran menambah wawasan bagi penulis 
dalam hal berpikir dan menganalisa. 
4. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan 












2.1 Tinjauan Teoretis 
2.1.1 Pengertian Kesempatan Kerja 
 Tenaga kerja merupakan faktor yang penting dalam proses produksi. 
Sebagai sarana produksi, tenaga kerja lebih penting daripada sarana produksi 
yang lain karena manusialah yang menggerakkan semua sumber-sumber 
produksi untuk menghasilkan barang. Kebutuhan akan tenaga kerja dalam suatu 
produksi dapat menciptakan kesempatan kerja bagi angkatan kerja. Kesempatan 
kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan 
penyerapan tenaga kerja.  
 Kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan 
tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan 
sanggup bekerja dalam proses produksi memperoleh pekerjaan sesuai dengan 
keahlian, keterampilannya masing-masing. Kesempatan kerja berarti suatu 
keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan (lapangan pekerjaan) 
untuk diisi oleh para pencari kerja. Berdasarkan pengertian diatas, dengan 
demikian kesempatan kerja sama halnya dengan permintaan tenaga kerja 
(demand for labour).  
 Pengertian kesempatan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja 





ada. Berdasarkan pengertian ini berarti kesempatan kerja yang tercipta bukan 
hanya menyangkut penduduk angkatan kerja yang mencari pekerjaan namun 
juga pekerja yang sebelumnya telah memiliki pekerjaan. 
 Perluasan kesempatan kerja merupakan suatu usaha untuk 
mengembangkan sektor-sektor penampungan kesempatan kerja dengan 
produktivitas rendah. Usaha perluasan kesempatan kerja tidak terlepas dari 
faktor-faktor seperti, pertumbuhan jumlah penduduk dan angkatan kerja, 
pertumbuhan ekonomi, tingkat produktivitas tenaga kerja, atau kebijaksanaan 
mengenai perluasan kesempatan kerja itu sendiri. 
2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja 
 Permintaan dalam konteks ekonomi didefinisikan sebagai jumlah 
maksimum suatu barang atau jasa yang diinginkan oleh seorang pembeli untuk 
dibelinya pada setiap kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu. Berkaitan 
dengan tenaga kerja, permintaan terhadap tenaga kerja merupakan hubungan 
antara jumlah pekerja dan tingkat upah sebagai harga dari permintaan tenaga 
kerja  yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Permintaan 
pengusaha atas tenaga kerja berbeda dengan permintaan konsumen terhadap 
barang dan jasa.  
 Pengusaha mempekerjakan seseorang karena membantu produksi 
barang dan jasa yang akan ditawarkan kepada masyarakat sebagai konsumen. 
Dengan kata lain pertambahan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha 
tersebut tergantung dari pertambahan permintaan terhadap barang dan jasa oleh 





derived demand yaitu permintaan yang terjadi karena adanya permintaan lain 
seperti permintaan barang dan jasa. 
 Hubungan antara jumlah kesempatan kerja yang akan digunakan oleh 
suatu perusahaan dengan tingkat upah ditunjukkan dengan kurva permintaan 
tenaga kerja, dengan asumsi modal atau variabel input lainnya tidak berubah. 
Kurva permintaan tenaga kerja ditentukan oleh kurva nilai produk fisik marjinal 
karena nilai produk fisik marjinal tenaga kerja menurun pada saat lebih banyak 
pekerja yang dipekerjakan, maka penurunan tingkat upah akan meningkatkan 
permintaan tenaga kerja.  
Dalam jangka pendek, faktor produksi modal dianggap tetap. Pengusaha 
dapat menambah atau mengurangi pekerja dengan memperkirakan tambahan 
output yang diperoleh pengusaha sehubungan dengan penambahan seorang 
pekerja (marginal physical product of labor=MPPL). Selain itu, pengusaha perlu 
menghitung nilai dari produk fisik marjinal. Nilai produk fisik marjinal tenaga kerja 
(value marginal physical product of labor=VMPPL) adalah tambahan penerimaan 
dalam rupiah yang dihasilkan oleh adanya tambahan pekerja, ceteris paribus. 
Nilai produk fisik marjinal tenaga kerja sama dengan produk fisik marjinal tenaga 
kerja dikalikan dengan harga output.  
Pada nilai produk fisik marjinal terjadi hukum penambahan hasil yang 
semakin berkurang karena perolehan rupiah dari mempekerjakan tambahan 
pekerja semakin berkurang setelah melampaui titik tertentu. Sedangkan nilai 
produk fisik rata-rata (value average physical product of labor = VAPPL) 





Perubahan tingkat upah mengakibatkan permintaan terhadap tenaga 
kerja juga berubah. Perubahan yang terjadi dalam jangka pendek adalah 
perubahan yang terjadi sepanjang garis permintaan. Besarnya perubahan dalam 
jangka pendek tergantung dari besarnya elastisitas permintaan tenaga kerja, 
elastisitas permintaan akan hasil produksi, proporsi biaya karyawan terhadap 
jumlah seluruh biaya produksi dan elastisitas penyediaan faktor-faktor pelengkap 
lain.  
Sedangkan dalam jangka panjang, perubahan permintaan tenaga kerja 
merupakan pergeseran kurva permintaan tenaga kerja. Terdapat beberapa hal 
yang mungkin menyebabkan pergeseran kurva permintaan tenaga kerja yaitu 
(Mankiw, 2003): (1) harga output, nilai produk marjinal adalah produk marjinal 
dikali harga outpur perusahaan. Jadi, ketika harga outputnya berubah makan 
nilai produk marjinalnya pun berubah dan kurva permintaan tenaga kerja 
bergeser; (2) perubahan teknologi, kemajuan  teknologi meningkatkan produk 
marjinal tenaga kerja yang pada gilirannya meningkatkan permintaan tenaga 
kerja. Itulah mengapa penyerapan tenaga kerja terus meningkat padahal upah 
juga mengalami kenaikan terus-menerus; (3) penawaran faktor-faktor produksi 
lainnya, kuantitas yang tersedia dari suatu faktor produksi dapat berpengaruh 










2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi 
 2.1.3.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi 
Muana Nanga (2001) menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi 
didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu 
perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa. Dengan 
perkataan lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang 
bersifat kuantitatif (quantitative change) dan biasanya diukur dengan 
menggunakan data Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik 
Bruto (PDB), atau pendapatan atau output per kapita. Produk domestik bruto 
(PDB) adalah total nilai pasar (total value market) dari barang-barang akhir 
dan jasa-jasa (final goods and services) yang dihasilkan di dalam suatu 
perekonomian selama kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun).  
Terdapat konsep lain yang juga berkaitan dengan GDP yaitu Gross 
Nasional Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB). PNB merupakan 
total nilai pasar dari barang-barang akhir dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh 
penduduk (residents) suatu negara selama kurun waktu tertentu. Jadi, 
perbedaan antara PDB dan PNB adalah bahwa PDB mengukur pendapatan 
dari faktor-faktor produksi di dalam batas teritori negara (nation’s territory 
boundaries), tanpa mempersoalkan siapa yang menerima pendapatan 
tersebut; sedangkan PNB mengukur pendapatan dari penduduk (residents) 
suatu negara atau perekonomian, tanpa mempersoalkan apakah pendapatan 
itu diciptakan/dihasilkan oleh produksi di dalam negeri ataukah produksi di 





Secara singkat, pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan 
output per kapita dalam jangka panjang, pengertian ini menekankan pada tiga 
hal yaitu proses, output per kapita, dan jangka panjang. Proses dalam hal ini 
menggambarkan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu yang lebih 
bersifat dinamis, output per kapita berkaitan dengan aspek output total (PDB) 
dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan 
kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka tertentu yang 
didorong oleh proses intern perekonomian. Pertumbuhan ekonomi juga 
diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka 
panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar 
dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan 
struktur perekonomian atau tidak. 
 2.1.3.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi 
Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan faktor-faktor yang 
menentukan pertumbuhan ekonomi serta bagaimana keterkaitan antara 
faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Terdapat 
beberapa teori yang menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut 
terjadi namun tidak satupun teori yang dapat menjadi standar baku karena 
masing-masing teori memiliki kekhasan sendiri sesuai dengan latar belakang 
teori-teori tersebut. 
Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima 
tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa beternak, 
masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan yang terakhir adalah tahap 
perindustrian. Menurut teori ini masyarakat bergerak dari masyarakat 





memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi 
dan pembagian kerja merupakan pembahasan utama dalam teori ini dalam 
upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Spesialisasi yang dilakukan 
oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tidak lepas dari faktor-faktor pendorong yaitu: 
(1) peningkatan keterampilan kerja, dan (2) penemuan mesin-mesin yang 
menghemat tenaga. Spesialisasi akan terjadi jika tahap pembangunan 
ekonomi telah menuju ke sistem perekonomian modern yang kapitalis. 
Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan 
memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Peningkatan kinerja 
pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, 
mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas 
pasar, hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat.  
Semua tahap pembangunan yang dikemukakan oleh Adam Smith tidak 
terlepas dari kondisi dasar, yaitu pasar yang dihadapi merupakan pasar 
persaingan sempurna, dimana memiliki karakteristik seperti terdapat banyak 
penjual dan pembeli, produk bersifat homogen, tidak ada kolusi antara 
pembeli dan penjual, semua sumber daya memiliki mobilitas sempurna, serta 
baik pembeli maupun penjual mengenal informasi kondisi pasar dengan 
sempurna.  
Kuznets mengemukakan tentang 6 karakteristik terjadinya 
pertumbuhan ekonomi suatu negara yaitu tingginya tingkat pendapatan per 
kapita, tingginya tingkat produktivitas tenaga kerja, tingginya faktor 
transformasi struktur ekonomi, tingginya faktor transformasi struktur ideologi, 
tingginya faktor transformasi untuk melakukan perluasan pasar, dan adanya 





Transformasi ekonomi tersebut ditandai dengan terjadinya 
perpindahan kegiatan ekonomi yang berpusat dari sektor pertanian ke sector 
non pertanian. Perpindahan ini seiring dengan perubahan yang terjadi dalam 
unit-unit produksi. Berawal dari unit-unit produksi berskala kecil yang bersifat 
tradisional dan hanya bersifat keluarga, menjadi unit-unit produksi berskala 
besar yang lebih modern dan mencakup wilayah nasional bahkan 
internasional. 
Walt W. Rostow, ahli sejarah ekonomi dari Amerika Serikat 
mencetuskan model pembangunan tahapan pertumbuhan (stages-of-growth 
model of development). Tahapan pertumbuhan yang dimaksud yaitu: (a) 
tahapan masyarakat tradisional; (b) penyusunan kerangka dasar tahapan 
tinggal landas menuju pertumbuhan berkesinambungan; (c) tahapan tinggal 
landas; (d) tahapan menuju kematangan ekonomi; (e) tahapan konsumsi 
massal yang tinggi. 
Berdasarkan teori ini, negara-negara maju telah melewati tahapan 
“tinggal landas menuju pertumbuhan ekonomi berkesinambungan yang 
berlangsung secara otomatis”. Sedangkan negara-negara yang sedang 
berkembang ataupun negara-negara yang masih terbelakang, pada umumnya 
masih berada dalam tahapan masyarakat tradisional atau tahapan kedua, 
yakni tahapan penyusunan kerangka dasar tinggal landas. Tidak lama lagi, 
hanya tinggal merumuskan serangkaian aturan pembangunan untuk tinggal 
landas, mereka akan segera bergerak menuju ke proses pertumbuhan 
ekonomi yang pesat dan berkesinambungan.  
Robert Solow mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi yang 





tenaga kerja, akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Teori ini 
dilandaskan atas analisis klasik dimana perekonomian mengalami tingkat 
pengerjaan penuh (full employment) dan kapasitas peralatan modal dapat 
digunakan sepanjang waktu. Model pertumbuhan ini berpegang pada konsep 
skala hasil yang terus berkurang (diminishing returns) dari input tenaga kerja 
dan modal jika keduanya dianalisis terpisah. Kemajuan teknologi dalam teori 
ini ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi 
dalam jangka panjang, dan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi sendiri 
menurut teori ini diasumsikan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.  
Menurut teori Solow ini, rasio modal-output (capital-output ratio = COR) 
bersifat dinamis dan memiliki fleksibilitas dimana kombinasi antara modal dan 
tenaga kerja bisa berubah-ubah untuk menghasilkan tingkat output tertentu. 
Misalnya untuk sejumlah output tertentu bisa digunakan lebih banyak modal 
dan tenaga kerja yang lebih sedikit dan sebaliknya jika menggunakan tenaga 
kerja yang banyak maka modal yang digunakan sedikit. 
2.1.4 Investasi 
 2.1.4.1 Konsep Investasi 
Investasi yang biasa juga disebut dengan penanaman modal atau 
pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat 
pengeluaran agregat. Dengan demikian istilah investasi dapat diartikan 
sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanaman modal atau 
perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-
perlengkapan untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang 





barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih 
banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Investasi yang besar juga 
dapat mendorong output atau produksi yang lebih besar dan dampaknya bagi 
angkatan kerja dapat menciptakan kesempatan kerja yang luas pula.  
Investasi pada hakekatnya merupakan penempatan sejumlah dana 
pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa 
mendatang (Halim dalam Maria Goleti, 2012). Investasi dapat digolongkan 
dengan berbagai pembelian/ pengeluaran sebagai berikut: (a) pembelian 
berbagai jenis barang modal seperti mesin-mesin dan peralatan-peralatan 
produksi lainnya yang digunakan untuk mendirikan berbagai macam industri 
atau perusahaan; (b) pembelian untuk membangun rumah tempat tinggal, 
bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lain yang 
memiliki nilai tambah; (c) pertambahan nilai stok barang-barang yang belum 
terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada 
akhir tahun penghitungan pendapatan nasional. 
Jumlah dari ketiga jenis komponen investasi tersebut dinamakan 
investasi bruto, yaitu meliputi investasi untuk menambah kemampuan 
memproduksi dalam perekonomian dan mengganti barang modal yang sudah 
didepresiasikan. Apabila investasi bruto dikurangi oleh nilai apresiasi maka 
akan didapatkan investasi neto. 
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dilakukan oleh 
investor seperti: (1) tingkat pengembalian yang diharapkan (expected rate of 
return) yang dipengaruhi oleh berbagai kondisi seperti tingkat efisiensi, 
kualitas sumber daya  manusia, teknologi, perkiraan tentang tingkat produksi, 





dimana dalam hal ini tingkat bunga pinjaman merupakan hal yang paling 
berpengaruh. Makin tinggi tingkat bunga maka biaya investasi akan mahal; (3) 
faktor sumber daya alam, faktor stabilitas politik dan perekonomian, faktor 
kebijakan pemerintah, serta faktor kemudahan dalam perizinan. Sumber daya 
alam yang dimiliki Indonesia merupakan salah satu faktor penarik mengapa 
investor tertarik menanamkan modal mereka di Indonesia. Berdasarkan data 
terbaru yang dirilis oleh Bank Dunia, Indonesia menempati posisi ke-109 
dalam hal kemudahan berinvestasi.  
 2.1.4.2 Teori Investasi 
John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of 
Employment, Interest, and Money yang terbit pada tahun 1936 mendasar teori 
tentang permintaan investasi atau konsep marjinal capital (marginal efficiency 
of capital atau MEC). Sebagai suatu definisi kerja, MEC dapat didefinisikan 
sebagai tingkat perolehan bersih yang diharapkan (expected net rate of 
return) atas pengeluaran kapital tambahan. Tepatnya, MEC adalah tingkat 
diskonto yang menyamakan aliran perolehan yang diharapkan dimasa yang 
akan datang dengan biaya sekarang dari kapital tambahan. Keynes juga 
mengemukakan pandangannya bahwa investasi memiliki peran sentral dalam 
teori permintaan agregat dan penyerapan tenaga kerja. peran pentingnya 
investasi bukan hanya berasal dari efek jangka panjang dari pertumbuhan 
modal, Keynes berpendapat bahwa investasi sebagai faktor pendorong 
permintaan agregat dan fluktuasi jangka pendek dalam aktivitas 
perekonomian.  
Teori investasi lain dikemukakan oleh Evsey Domar dan Sir Ray F. 
Harrod. Mereka mengembangkan model pertumbuhan ekonomi berdasarkan 





panjang serta menjelaskan bagaimana agar perekonomian bisa berkembang 
dan tumbuh dengan mantap (steady growth). Menurut model ini, investasi 
baru merupakan faktor penentu dalam memacu pertumbuhan ekonomi yang 
merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal (capital 
stock).  
Teori Harrod-Domar mempunyai beberapa asumsi yaitu (Wiloejo Wirjo 
Wijono, 2006): (a) perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full 
employment) dan barang-barang modal dalam masyarakat digunakan secara 
penuh; (b) perekonomian terdiri dari dua sector yaitu sector rumah tangga dan 
sector perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada; 
(c) besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya 
pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol; (d) 
kecenderungan menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya 
tetap, demikian juga rasio antara modal-output (capital-output ratio = COR) 
dan rasio pertambahan modal-output (incremental capital-output ratio = 
ICOR). 
Menurut teori ini secara lebih spesifik tanpa adanya intervensi 
pemerintah, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung 
atau secara “positif”  berbanding lurus dengan rasio tabungan (yakni semakin 
banyak bagian PDB yang ditabung dan diinvestasikan maka akan lebih besar 
lagi pertumbuhan PDB yang dihasilkannya) dan secara “negatif” atau 
berbanding terbalik terhadap rasio modal-output nasional maka tingkat 







 2.1.4.3 Penanaman Modal di Indonesia 
Penanaman modal di Indonesia dikenal dengan PMDN (Penanaman 
Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing). Kebijakan 
penanaman modal ini baik PMDN maupun PMA ditetapkan oleh pemerintah 
untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi 
penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan 
mempercepat peningkatan penanaman modal. Berdasarkan Undang-undang 
No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penanaman modal dalam 
negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah 
negara Republik Indonesia yang dilakukan penanam modal dalam negeri 
dengan menggunakan modal dalam negeri.  
Bidang usaha yang dapat menjadi garapan PMDN adalah semua 
bidang usaha yang ada di Indonesia. Namun ada bidang-bidang yang perlu 
dipelopori oleh pemerintah dan wajib dilaksanakan oleh pemerintah misalnya 
yang berkaitan dengan rahasia dan pertahanan Negara. PMDN diluar bidang-
bidang tersebut dapat diselenggarakan oleh swasta nasional misalnya saja 
perikanan, perkebunan, pertanian, telekomunikasi, jasa umum, dan 
perdagangan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi arus masuknya PMDN 
di suatu daerah yaitu: (1) potensi dan karakteristik suatu daerah; (2) budaya 
masyarakat; (3) pemanfaatan era otonomi daerah secara proposional; (4) peta 
politik daerah dan nasional; serta (5) kecermatan pemerintah daerah dalam 
menentukan kebijakan lokal dan peraturan daerah dalam menciptakan iklim 
yang kondusif bagi dunia bisnis dan investasi. 
Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk 





penanam modal asing baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya 
maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 
Penanaman Modal Asing (PMA) memiliki banyak kelebihan diantaranya 
bersifat jangka panjang, banyak memberikan andil dalam hal teknologi dan 
juga alih keterampilan manajemen . 
Selain itu, fungsi PMA di Indonesia yang lain yaitu: (1) sumber dana 
modal dapat dimanfaatkan untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan 
ekonomi; (2) modal asing dapat berperan penting dalam penggunaan dana 
untuk perbaikan struktural agar menjadi lebih baik; (3) membantu dalam 
proses industrialisasi yang sedang dilaksanakan; (4) membantu dalam 
penyerapan tenaga kerja lebih banyak sehingga mampu mengurangi 
pengangguran; (5) mampu meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat; (6) 
menjadi acuan agar ekonomi Indonesia semakin lebih baik lagi; dan (7) 
menambah cadangan devisa negara dengan pajak yang diberikan oleh 
penanaman modal. 
Arus modal swasta asing dapat berbentuk seperti halnya (Maria Goleti, 
2012): (a) investasi asing langsung (foreign direct investment) merupakan 
investasi yang dilakukan oleh pihak swasta asing atau perusahaan 
multinasional yang diinvestasikan di negara-negara sedang berkembang. 
Investasi asing langsung tersebut berwujud control secara penuh atau 
sebagian oleh perusahaan asing; (b) investasi portofolio (portfolio investment) 
yaitu pembelian obligasi atau saham dalam negeri (host country) oleh orang 
asing tanpa kontrol manajerial. Investasi dalam bentuk ini, waktu dan laba 
telah ditentukan sebelumnya dan motivasinya berdasarkan atas dasarnya 





pemerintah dan perusahaan di negara-negara sedang berkembang dari bank 
komersial; (d) kredit ekspor merupakan penundaan pembayaran untuk impor. 
Kredit ekspor merupakan pembiayaan muka dari barang-barang yang 
ditawarkan oleh negara pengekspor dan bank-bank komersial ke negara-
negara pengimpor sebagai salah satu cara promosi penjualan. 
Masuknya arus modal asing sangat dipengaruhi oleh banyak hal 
seperti keadaan ekonomi dalam negeri, sumber daya manusia, dll. Faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi besarnya modal asing yang masuk yaitu: (1) 
stabilitas politik dan keamanan dalam negeri; (2) kondisi ketenagakerjaan 
dalam negeri seperti kasus demonstrasi/pemogokkan dapat mengurangi arus 
modal asing yang masuk; (3) kepastian hukum serta jaminan/perlindungan 
bagi penanam modal asing; (4) penegakan hukum yang harus lebih tegas; (5) 
praktek KKN yang masih marak; serta (6) kualitas sumber daya manusia yang 
dimiliki oleh suatu daerah. 
2.1.5 Upah 
 2.1.5.1 Konsep Upah 
Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam 
Hubungan Kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat Upah dari sisi masing-
masing yang berbeda. Pekerja/Buruh melihat Upah sebagai sumber 
penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup Pekerja/Buruh dan 
keluarganya. Secara psikologis upah juga dapat menciptakan kepuasan bagi 
Pekerja/Buruh. Di lain pihak, Pengusaha melihat Upah sebagai salah satu 
biaya produksi. Pemerintah melihat Upah, di satu pihak untuk tetap dapat 





keluarganya, meningkatkan produktivitas Pekerja/Buruh dan meningkatkan 
daya beli masyarakat (PP no. 78, 2015). 
Badan Pusat Statistik mengartikan upah/gaji bersih sebagai 
penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan 
perusahaan/kantor/majikan tersebut. Sedangkan dalam UU No. 13 Tahun 
2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan upah sebagai hak 
pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 
imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang 
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau 
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan 
keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 
Definisi upah merupakan segala macam bentuk pembayaran yang 
berasal dari kontrak kerja antara pekerja dan pemberi pekerjaan. Upah 
menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas 
pekerjaan yang dilakukannya sebagai wujud dari kontrak yang telah 
disepakati sebelumnya dengan pihak pemberi kerja. Upah dapat diberikan 
kepada para pekerja seperti dalam bentuk tunai atau natura. Pada dasarnya 
penghasilan yang diterima karyawan digolongkan ke dalam empat bentuk 
yaitu upah atau gaji, tunjangan dalam bentuk natura (seperti beras, gula dan 
pakaian), fringe benefits (dalam bentuk dana yang disisihkan pengusaha dan 
diperuntukkan sebagai dana pensiun, asuransi kesehatan, kendaraan dinas, 
makan siang), serta perbaikan kondisi lingkungan kerja. 
Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan 
ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya dibentuk 





bagi pekerja dan keluarganya, mencerminkan imbalan atas hasil kerja 
seseorang, dan menyediakan insentif untuk mendorong peningkatan 
produktivitas kerja. Sistem penggajian di Indonesia pada umumnya 
menggunakan basis berupa gaji pokok yang didasarkan pada kepangkatan 
dan masa kerja. Pangkat seseorang umumnya didasarkan pada tingkat 
pendidikan dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, penentuan gaji pokok 
didasarkan pada prinsip-prinsip teori human capital, yaitu bahwa upah atau 
gaji seseorang diberikan sebanding dengan tingkat pendidikan dan pelatihan 
yang telah dijalani. 
Karakteristik dasar sistem pengupahan yang terdapat dalam kontrak 
kerja antara pekerja dan perusahaan terdiri atas dua, yaitu penetapan upah 
per satuan output (piece rates) dan upah per jam (time rates). Pemilihan jenis 
pengupahan ini akan mempengaruhi banyak aspek, antara lain produktivitas 
tenaga kerja dan tingkat keuntungan perusahaan. Pemilihan sistem 
pengupahan ini juga tergantung kepada kemampuan pengawasan 
perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan pengawasan yang tinggi 
(memiliki mandor atau petugas pengawas yang mencukupi) akan memilih 
untuk menggunakan sistem upah persatuan output. Dengan kemampuan 
pengawasan yang tinggi, maka perusahaan akan mampu mengukur jumlah 
output pertenaga kerja sehingga upah yang diberikan akan sebanding dengan 
tingkat produktifitas pekerja. 
Di sisi lain perusahaan yang memiliki kemampuan pengawasan yang 
rendah (jumlah mandor tidak mencukupi atau untuk membangun sistem 
pengawasan yang efektif membutuhkan biaya mahal) cenderung memilih 





diimplementasikan terhadap jenis pekerjaan yang outputnya tidak mudah 
untuk diukur (karena tidak bersifat unit), atau terhadap jenis pekerjaan yang 
menuntut tingkat keahlian tertentu. 
2.1.5.2 Teori Upah 
Teori mengenai penentuan upah dan spekulasi kontribusi tenaga kerja 
terhadap PDB telah berkembang dari masa ke masa seiring dengan 
perubahan ekonomi itu sendiri. Teori upah kontemporer tidak dapat 
berkembang sampai sistem feodal digantikan oleh ekonomi modern dengan 
institusi modernnya. Teori upah klasik pertama kali dicetuskan oleh Adam 
Smith dalam bukunya The Wealth of Nations pada tahun 1776. Smith 
mengatakan bahwa upah ditentukan oleh pasar melalui hukum permintaan 
dan penawaran. Pekerja dan pengusaha secara alamiah akan mengikuti 
keinginan mereka sendiri; buruh akan tertarik pada pekerjaan dimana buruh 
lebih dibutuhkan. 
Smith menambahkan bahwa pekerja membutuhkan kompensasi 
dengan peningkatan upah jika mereka menanggung biaya untuk memperoleh 
keterampilan baru─sebuah asumsi yang masih diterapkan dalam teori modal 
manusia kontemporer. Smith juga mempercayai dalam kasus di negara-
negara maju, tingkat upah harus lebih tinggi dibandingkan tingkat subsistensi 
untuk memacu pertumbuhan penduduk, karena semakin banyak penduduk 
yang dibutuhkan untuk memenuhi lapangan pekerjaan tambahan yang 
diciptakan dari kemajuan ekonomi.  
Teori berikutnya mengenai upah adalah teori subsisten. Teori ini lebih 





kerja. Menurut teori ini, perubahan dalam penawaran tenaga kerja merupakan 
kekuatan dasar yang akan mendorong upah riil ke tingkatan upah minimum 
yang dibutuhkan untuk subsiten (yaitu, untuk kebutuhan dasar seperti 
makanan dan tempat tinggal). Elemen dari teori ini sebenarnya muncul dalam 
buku Adam Smith, The Wealth of Nation, dimana Smith menulis bahwa upah 
yang dibayarkan kepada pekerja haruslah cukup untuk kehidupan sehari-hari 
dan untuk keluarga mereka.  
Ekonom klasik Inggris seperti David Ricardo dan Thomas Malthus 
memiliki pandangan yang pesimis mengenai hal yang dikemukakan Smith 
tersebut.  Ricardo menulis bahwa “harga alami” dari tenaga kerja hanyalah 
harga yang dibutuhkan oleh buruh untuk bertahan hidup dan melanjutkan 
keturunan. Pernyataan Ricardo tersebut sesuai dengan teori Malthus 
mengenai populasi, dimana populasi akan menyesuaikan diri dari sarana 
penunjang itu.  
Teori subsisten berpendapat bahwa harga pasar tenaga kerja tidak 
akan jauh berbeda dengan harga alami untuk waktu yang lama. Jika upah 
naik diatas subsisten, maka jumlah pekerja akan meningkat dan 
mengakibatkan tingkat upah akan turun. Sebaliknya, jika upah turun dibawah 
subsisten, maka jumlah pekerja akan menurun sehingga tingkat upah akan 
naik. Pada saat itu seperti yang para ekonom tulis, sebagian besar pekerja 
hidup dengan tingkat upah yang tidak jauh dari tingkat subsisten, dan populasi 
akan berusaha lebih keras untuk melebihi  tingkat subsisten tersebut. 
Karl Marx, pakar ekonomi dari Prusia juga memiliki pandangan 
tersendiri mengenai upah. Marx menerima pendapat Ricardo mengenai labour 





masuk untuk memproduksinya), tapi Marx memiliki alasan tersendiri yang 
berbeda dengan para ekonom klasik. Dalam estimasi Marx, bukanlah tekanan 
jumlah penduduk yang mendorong upah ke tingkat subsisten melainkan 
keberadaan jumlah pengangguran yang besar. Marx memperbarui keyakinan 
Ricardo bahwa nilai tukar dari setiap produk ditentukan oleh jam kerja yang 
dibutuhkan oleh tenaga kerja untuk menciptakannya. 
Selain ketiga teori diatas, pada tahun 1930-an ketika Great 
Deppression (Depresi Besar) terjadi muncul purchasing-power theory of 
wages (teori daya beli upah) ketika menjadi jelas bahwa menurunkan upah 
mungkin tidak meningkatkan lapangan kerja seperti yang diasumsikan 
sebelumnya. Teori ini menyangkut hubungan antara upah, pekerjaan, dan 
siklus bisnis. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa perubahan upah akan 
berpengaruh signifikan terhadap konsumsi karena upah memiliki persentase 
yang besar terhadap pendapatan nasional sehingga penurunan upah akan 
mengurangi konsumsi dan pada gilirannya akan mengurangi permintaan 
barang dan jasa, pada akhirnya akan menyebabkan permintaan terhadap 
tenaga kerja turun.  
Sebenarnya, dampak yang terjadi tergantung dari beberapa 
pertimbangan, terutama jika harga dilibatkan (atau pertimbangan biaya hidup). 
Jika upah turun lebih cepat daripada harga, maka upah riil tenaga kerja akan 
turun drastis, konsumsi akan turun, dan pengangguran semakin 
bertambah─kecuali total belanja dipengaruhi oleh peningkatan investasi, 
biasanya dalam bentuk belanja pemerintah. Kemudian, bagi pengusaha 
mungkin melihat upah yang lebih rendah ini sebagai sinyal untuk 





meningkatkan investasi mereka dan mempekerjakan tenaga kerja di tingkat 
yang lebih rendah. Jika pengusaha melihat penurunan upah dan harga 
sebagai indikasi penurunan yang lebih lanjut, maka mereka mungkin akan 
menutup kontrak  investasi mereka atau tidak melakukan apa-apa selain 
mempertahankannya. Ini berarti total belanja dan lapangan kerja akan 
menurun. 
Sebaliknya, jika upah turun tidak lebih cepat dibanding harga maka 
upah riil akan naik, dan konsumsi akan meningkat. Jika investasi setidaknya 
dipertahankan, total pengeluaran dalam harga konstan akan meningkat 
sehingga lapangan kerja juga meningkat. Jika pengusaha melihat marjin 
keuntungan yang menyusut sebagai sinyal bahaya, maka mereka akan 
mengurangi investasi dan hasilnya total belanja akan berkurang dan lapangan 
kerja akan berkurang pula. Jika upah dan harga turun dengan jumlah yang 
sama, seharusnya tidak ada perubahan pada konsumsi dan investasi dan 
dalam hal ini lapangan pekerjaan tidak akan berubah. 
2.1.5.3 Kebijakan Upah Minimum 
Penetapan kebijakan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman 
yang dimaksudkan agar upah tidak terus merosot sebagai akibat dari 
ketidakseimbangan pasar tenaga kerja (disequilibrium labour market). Selain 
itu, upah minimum ditetapkan untuk menjaga agar tingkat upah pekerja pada 
level bawah tidak jatuh ke tingkat yang sangat rendah karena rendahnya 
posisi tawar tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Ini dimaksudkan agar para 
pekerja dengan tingkat upah yang rendah tersebut masih dapat hidup wajar 
dan terpenuhi kebutuhannya, maka dalam hal ini penetapan upah minimum 





Pada dasarnya upah diatur dengan berbagai cara. Terkadang upah 
diatur dengan sistem collective bargaining atau perundingan bersama antara 
perusahaan dan serikat buruh, dan adapula yang hanya diatur oleh pekerja 
dan pemberi pekerjaan. Semakin tinggi skill atau kemampuan yang 
dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, semakin mudah melakukan individual 
bargaining atau perundingan yang bersifat individu. Di beberapa negara 
seperti Jepang dan negara-negara Eropa collective bargaining juga memiliki 
peran penting dalam mengatur pengupahan. Terdapat dua fakta yang 
menonjol dalam sistem pengupahan yaitu (Olivier Blanchard, 1997): (a) upah 
pekerja secara khusus dibayarkan melebihi dari upah yang telah mereka 
sepakati, upah yang akan membuat mereka acuh tak acuh terhadap 
pekerjaan atau menjadi pengangguran. Dengan kata lain, kebanyakan pekerja 
dibayar dengan upah yang cukup tinggi sehingga mereka lebih memilih untuk 
menjadi pekerja dibandingkan pengangguran; (b) upah secara khusus 
tergantung pada kondisi pasar tenaga kerja: semakin rendah tingkat 
pengangguran, semakin tinggi tingkat upah. 
Kebijakan Upah Minimum di Indonesia dilakukan oleh pemerintah agar 
menjamin para pekerja mendapatkan upah yang layak dari perusahaan yang 
mempekerjakannya. Penetapan upah minimum diperlukan untuk melindungi 
para pekerja bergaji rendah (low paid workers) dari eksploitasi dan mencegah 
terjadinya pemiskinan buruh. Gagasan mengenai pengaturan upah sebagai 
instrumen hukum berawal dari gerakan reformasi abad 19 di Inggris 
bersamaan dengan gerakan serikat buruh pada era Victoria. Namun secara 
yuridis, upah minimum pertama kali dilakukan di New Zealand pada 1894, 
diikuti Australia dengan mengeluarkan Factory and Shops Act pada 1896, 





Awal penetapan upah minimum di Indonesia dilakukan pada tahun 
1956 sebagai inti dari kebijakan implementasi kebijakan ketenagakerjaan 
nasional. Penetapan ini diawali dengan ditetapkannya indikator Kebutuhan 
Fisik Minimum (KFM) pada tahun 1956 melalui consensus tripartite dan 
melibatkan para ahli gizi untuk memberikan acuan penghitungan upah 
minimum. Kebijakan upah minimum sendiri pertama kali diperkenalkan awal 
1970-an setelah dibentuk Dewan Penelitian Pengupahan Nasional (DPPN) 
berdasarkan kepres No. 85 Tahun 1969 dan Dewan Penelitian Pengupahan 
Daerah (DPPD) oleh Pemerintah Daerah. 
Lembaga penetapan upah minimum nasional banyak dipengaruhi oleh 
standar perburuhan internasional. Konvensi yang pertama kali dilakukan oleh 
ILO, Organisasi Buruh Internasional (No. 26) disusun pada tahun 1928 dan 
konvensi yang kedua (No. 131) memberikan referensi khusus kepada negara-
negara berkembang dan diadopsi pada tahun 1970. Konvensi yang pertama 
mendorong penetapan upah minimum dilakukan dalam perdagangan, dimana 
sebelumnya tidak tercakup pengaturan pengupahan berdasarkan perjanjian 
bersama dan upah juga tergolong sangat rendah sebelum konvensi pertama 
ini. Konvensi yang kedua mencakup “seluruh kelompok masyarakat yang 
menerima upah yang syarat dan kondisi kerjanya tercakup dalam peraturan”. 
Selain itu, terdapat dua faktor yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan 
upah minimum yaitu kebutuhan pekerja dan faktor ekonomi. 
Sejak pertengahan 1990-an, kebijakan upah minimum di Indonesia 
terus meningkat setelah mendapat tekanan dari internasional. Pada periode 
1989 hingga 2000 upah minimum di Indonesia meningkat lebih cepat 





(Suryahadi dkk, 2002). Rama dalam Gianie (2009) mengatakan bahwa upah 
minimum nominal sejak awal 1990-an meningkat tiga kali lipat dan upah 
minimum riil meningkat dua kali lipat. 
Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa upah 
minimum hanya ditujukan bagi pekerja dengan masa kerja 0 (nol) sampai 
dengan 1 (satu) tahun. Dari definisi tersebut, terdapat dua unsur penting dari 
upah minimum (Sumarsono dalam DS Pratomo, 2011) yaitu adalah: (a) Upah 
permulaan adalah upah terendah yang harus diterima oleh buruh pada waktu 
pertama kali dia diterima bekerja; (b) jumlah upah minimum haruslah dapat 
memenuhi kebutuhan hidup buruh secara minimal yaitu kebutuhan untuk 
sandang, pangan, dan keperluan rumah tangga. 
Upah merupakan sumber utama penghasilan seorang pekerja, 
sehingga upah harus cukup memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya 
dengan wajar. Batas kewajaran tersebut dalam Kebijakan Upah Minimum di 
Indonesia dapat dinilai dan diukur dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) 
atau seringkali saat ini disebut dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). 
Ada sepuluh prinsip-prinsip yang harus ditaati dalam penetapan 
kebijakan upah minimum di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri 
Tenaga Kerja No. 01/MEN/1999 yaitu: (a) Upah minimum adalah upah 
bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap; (b) upah 
minimum wajib dibayar kepada pekerja secara bulanan atau dengan 
kesepakatan antara pekerja dan pengusaha misalnya untuk upah mingguan 
atau upah dua mingguan; (c) besarnya upah pekerja yang berstatus tetap, 
tidak tetap, atau dalam masa percobaan adalah serendah-rendahnya sebesar 





dibawah satu tahun; (e) peninjauan upah dilakukan atas kesepakatan antara 
pekerja/serikat pekerja dan pengusaha; (f) pekerja dengan sistem borongan 
atau dengan satuan hasil serendah-rendahnya adalah sebesar upah minimum 
untuk upah bulanannya; (g) upah pekerja harian lepas ditetapkan secara 
bulanan berdasar hari kehadiran (dengan pro rata basis); (h) perusahaan 
yang telah memberikan upah diatas upah minimum tidak diperbolehkan 
menurunkan upah; (i) dengan kenaikan upah minimum, pekerja diwajibkan 
untuk memelihara prestasi kerja (produktivitas) yang ukurannya dirumuskan 
bersama antara pekerja dan pengusaha; (j) pengusaha yang tidak mampu 
menerapkan kebijakan upah minimum untuk pekerja diijinkan untuk 
melakukan penangguhan sementara kepada pemerintah atau pejabat yang 
ditunjuk. 
Selanjutnya dengan adanya otonomi daerah pemerintah mengatur 
kebijakan ketenagakerjaannya, termasuk didalamnya kebijakan upah 
minimum di dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang 
isinya antara lain: (a) pemerintah menetapkan upah berdasarkan Kebutuhan 
Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan 
pertumbuhan ekonomi. Sehingga upah minimum diarahkan kepada 
pencapaian kebutuhan hidup layak; (b) upah minimum dapat diterapkan 
berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota, berdasarkan sektor pada 
wilayah provinsi atau kabupaten /kota. Upah minimum sektoral dapat 
ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut 
klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, 
beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah 
minimum regional daerah yang bersangkutan; (c) Upah minimum ditetapkan 





Provinsi dan/atau Bupati/Walikota; (d) Pengusaha dilarang membayar upah 
lebih rendah dari upah minimum. Bagi pengusaha yang tidak mampu 
membayar upah minimum dapat dilaksanakan penangguhan. Penangguhan 
pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu 
dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan 
melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. 
Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan 
wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak 
wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada 
waktu diberikan penangguhan. 
2.2 Tinjauan Empiris 
Penelitian ini menggunakan tiga variabel yang diduga memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja yaitu pertumbuhan ekonomi, 
investasi, dan upah minimum. Penelitian yang menganalisis pengaruh ketiga 
variabel ini terhadap penyerapan tenaga kerja sudah cukup banyak dilakukan 
sebelumnya, namun mayoritas hanya mengkaji pengaruh ketiga variabel ini 
terhadap sektor ekonomi tertentu dan di suatu daerah saja.  
Azaini (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh 
Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Investasi Terhadap Penyerapan 
Tenaga Kerja di Kota Malang (Studi Kasus Pada Tahun 1998-2012)”, 
menyimpulkan bahwa ketiga variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan 
secara parsial dan simultan terhadap variabel kesempatan kerja. Variabel 
pertumbuhan ekonomi dan investasi berpengaruh positif terhadap variabel 
kesempatan kerja, sedangkan variabel upah minimum berpengaruh negatif 





dominan terhadap variabel kesempatan kerja di Kota Malang adalah variabel 
upah minimum. 
Sandika, dkk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Investasi 
Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pelalawan” pada tahun 2014 
menyimpulkan bahwa dengan menggunakan pengujian secara parsial 
memperoleh hasil bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap kesempatan kerja di Kabupaten Pelalawan tahun 2003-2012. Variasi 
perubahan kesempatan kerja di Kabupaten Pelalawan tahun 2003-2012 yang 
dipengaruhi oleh investasi adalah sebesar 9.8 %. 
Priambodo melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul 
“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Riil, dan Investasi Terhadap 
Penyerapan Tenaga Kerja di Semarang” menyimpulkan bahwa variabel upah riil 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dengan α 5 
%. Tetapi variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel investasi tidak 
berpengaruh signifikan secara statistic. Pada akhirnya peran variabel upah riil 
diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja guna tercapainya 
kondisi ketenagakerjaan daerah yang optimal. 
2.3 Kerangka Pemikiran 
Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel yang diasumsikan berpengaruh 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia yaitu pertumbuhan 
ekonomi, investasi, dan upah minimum. Asumsi dasar pengaruh ketiga variabel 
tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum 





  Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga 
kerja biasa juga dikenal dengan istilah employment elasticity. Banyak penelitian 
yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diikuti 
oleh penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Meskipun begitu, terdapat penelitian 
yang menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan kuat antara pertumbuhan 
ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja yaitu ditulis oleh Dopke (2001).  
  Hubungan antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja telah banyak 
diteliti oleh peneliti sebelumnya. Investasi yang besar selalu dikaitkan dengan 
jumlah tenaga kerja yang juga banyak diserap oleh proyek investasi tersebut. 
Selain itu, jumlah tenaga kerja yang juga menjadi salah satu indikator 
keberhasilan proyek investasi di suatu daerah. Ini berarti investasi dan 
penyerapan tenaga kerja memiliki hubungan yang positif. Penelitian-penelitian 
sebelumnya juga sudah banyak yang telah membuktikan hubungan positif antara 
investasi dan penyerapan tenaga kerja seperti yang dilakukan oleh Jayaraman 
dan Singh (2007).  
Terdapat perbedaan pendapat mengenai hubungan antara upah minimum 
dengan penyerapan tenaga kerja. Model neoklasik berpendapat bahwa 
peningkatan upah minimum akan mengakibatkan pengangguran yang semakin 
besar. Penelitian yang dilakukan oleh Neumark dan Wascher (2006) menemukan 
peningkatan upah minimum memiliki efek negatif terhadap penyerapan tenaga 
kerja. Sebaliknya, Card dan Kruger (1994) menemukan bahwa upah minimum 
yang lebih tinggi berpengaruh pada meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada 
golongan pekerja yang memiliki pendapatan rendah.  
Salah satu teori upah yang secara jelas menggambarkan hubungan 





menyatakan bahwa perubahan upah akan mempengaruhi konsumsi sehingga  
mempengaruhi pula permintaan terhadap barang dan jasa dan pada akhirnya 
juga akan mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Jadi jika tingkat upah 
mengalami kenaikan maka pada akhirnya jumlah permintaan terhadap tenaga 
kerja juga akan meningkat dan begitupun sebaliknya. Berdasarkan asumsi dasar 







Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
2.4 Hipotesis 
1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap 
penyerapan tenaga kerja di Indonesia. 
2. Diduga investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga 
kerja di Indonesia. 
3. Diduga upah minimum berpengaruh negatif terhadap penyerapan 
















3.1 Jenis dan Sumber Data 
 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 
Data kuantitatif merupakan jenis data yang berbentuk angka-angka. Sumber data 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dicatat dari publikasi Badan 
Pusat Statistik Sulawesi Selatan serta website BPS. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat pooled data atau data 
panel yang merupakan gabungan dari data time series mulai dari tahun 2010 
hingga 2014 dan cross section yaitu seluruh provinsi di Indonesia kecuali 
Provinsi Kalimantan Utara. Data yang yang digunakan dalam penelitian ini 
meliputi: 
1. Data jumlah tenaga kerja provinsi-provinsi di Indonesia periode 2010 
hingga 2014 berupa data tahunan penduduk bekerja provinsi-provinsi 
di Indonesia. 
2. Data pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi seluruh Indonesia  
periode 2010 hingga 2014 berupa data tahunan. 
3. Data investasi provinsi-provinsi seluruh Indonesia periode 2010 
hingga 2014 berupa data tahunan Penanaman Modal Dalam Negeri 
(PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). 
4. Data upah minimum provinsi di Indonesia periode 2010 hingga 2014 






3.2 Metode Analisis Data 
 Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 
analisis regresi linear berganda dengan menggunakan alat analisis Program 
Eviews. Model analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh 
dari lebih dari satu variabel independent atau variabel bebas terhadap variabel 
dependent atau variabel terikat. Kemudian untuk menganalisis data panel 
terdapat tiga metode yang dapat digunakan yaitu Pooled Least Square, Fixed 
Effect, dan Random Effect. 
 Untuk menentukan metode yang tepat untuk digunakan diantara ketiga 
model tersebut maka dilakukan uji Chow untuk menentukan apakah metode 
Pooled Least Square ataukah Fixed Effect yang lebih tepat. Selanjutnya 
menggunakan uji Haussman untuk menentukan apakah metode Fixed Effect 
atau Random Effect yang tepat untuk digunakan dalam analisis ini. 
 Untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah 
minimum terhadap penyerapan tenaga kerja, digunakan persamaan fungsi 
sebagai berikut: 
Yit = f (X1, X2, X3,)  (1) 
Yit = α0 . X1itα1 . X2itα2 . X3itα3 . eit (2) 
 Dan menggunakan persamaan linear sebagai berikut: 
ln Yit = ln α0 + α1 X1it + α2 ln X2it + α3 ln X3it + µit (3) 
 Keterangan : 
 Yit = Penyerapan tenaga kerja 





 α123 = Koefisien regresi 
 X1  = Pertumbuhan ekonomi 
 X2 = Investasi 
 X3 = Upah minimum 
 i = Cross Section (33 Provinsi di Indonesia) 
 t = Time Series (2010-2014) 
 µ = Error term 
 
3.3 Uji Statistik Dasar 
a) Uji F-Statistik 
 Dalam penelitian ini uji F-statistik digunakan untuk mengetahui 
apakah model regresi yang digunakan valid (layak) untuk model empiris. 
Menurut Gujarati (2009) untuk menguji validitas Ha maka dilakukan uji f 











F : F hitung 
ESS : Standart Error 
RSS : Koefisien Regresi 
Df : Degree of Freedom (Derajat Kebebasan) 
Kriteria untuk menguji Ha dengan menggunakan rumus uji F yaitu 





ada satupun variabel independent atau variabel bebas yang memiliki 
pengaruh yang nyata atau signifikan terhadap variabel dependent atau 
variabel terikat. Bila f hitung > f tabel maka Ho ditolak atau Ha diterima 
yang berarti minimal ada satu variabel independent atau variabel bebas 
yang berpengaruh nyata atau signifikan terhadap variabel dependent atau 
variabel terikat. 
b) Uji t-statistik 
Uji t-statistik merupakan pengujian koefisien regresi secara parsial 
yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas 
(X1it, X2it, X3it) berpengaruh terhadap variabel terikat (Yit). Dalam uji t-
statistik ini digunakan hipotesis sebagai berikut: 
Ho : αi = 0……………….(tidak ada pengaruh) 
Ha : αi ≠ 0………………(ada pengaruh) 
Dalam hipotesis αi adalah koefisien variabel independent atau 
variabel bebas ke-i yang berarti jika sama dengan nol berarti tidak ada 
pengaruh variabel X terhadap variabel Y atau dengan kata lain H0 
diterima. Bila pada tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi tertentu 
nilai t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak. Hal ini berarti variabel independent 
atau variabel bebas yang diuji berpengaruh secara nyata atau signifikan 








3.4 Definisi Operasional  
 Definisi operasional memudahkan pemahaman mengenai variabel-
variabel yang digunakan dalam penelitian ini, berikut ini batasan operasional dari 
variabel-variabel penelitian ini: 
a. Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah tenaga kerja yang bekerja 
atau terserap ke dalam berbagai bidang lapangan pekerjaan yang 
dinyatakan dengan jumlah orang.  
b. Pertumbuhan ekonomi adalah persentase kenaikan nilai output atau 
produksi pada suatu wilayah dalam satu periode tertentu yang 
dinyatakan dalam persen dan berdasarkan harga tahun 2000. 
c. Investasi adalah total nilai realisasi dana investasi dalam negeri dan 
dana investasi asing yang dinyatakan dalam rupiah. 
d. Upah minimum adalah nilai upah terendah yang ditetapkan oleh 














HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Perkembangan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia 
 Keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memperluas kesempatan kerja 
dapat dicerminkan dengan seberapa banyaknya tenaga kerja baru yang dapat 
terserap ke berbagai lapangan pekerjaan. Semakin banyak tenaga kerja baru 
yang terserap itu berarti kesempatan kerja bagi angkatan kerja juga semakin 
luas. Pertumbuhan penduduk bekerja menggambarkan tambahan penduduk 
yang berhasil terserap ke berbagai lapangan usaha atau sektor ekonomi. 
Sedangkan struktur penduduk bekerja berdasarkan sektor menggambarkan 
seberapa besar persentase jumlah penduduk bekerja di tiap sektornya. 
 Perkembangan pertumbuhan penduduk bekerja tiap tahunnya penting 
untuk diketahui karena menggambarkan seberapa besar jumlah penduduk 
bekerja yang dapat terserap ke berbagai lapangan pekerjaan. Nilai pertumbuhan 
penduduk bekerja ini juga dapat menjadi acuan apakah upaya pemerintah dalam 
memperluas kesempatan kerja berdampak positif bagi angkatan kerja di 
Indonesia. Perkembangan struktur penduduk bekerja berdasarkan sektor selama 
tahun 2010 hingga tahun 2014 menggambarkan sektor-sektor mana saja yang 
menjadi sektor andalan dalam menyerap penduduk yang tergolong angkatan 








Pertumbuhan Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor di Indonesia Tahun 
2010-2014 
Sektor 2010 2011 2012 2013 2014 
Pertanian, Peternakan, 
Kehutanan, dan Perikanan 
-0,28 -5,22 -1,14 -2,12 2,40 
Pertambangan dan 
Penggalian 
8,59 16,81 9,26 -11,26 1,10 
Industri Pengolahan 7,67 5,19 5,67 -3,15 2,49 
Listrik, Gas, dan Air Bersih 4,94 2,38 3,88 0,81 15,24 
Bangunan 1,93 13,35 7,13 -7,58 15,99 
Perdagangan, Hotel, dan 
Restoran 
2,48 4,02 -1,03 2,51 4,60 
Pengangkutan dan 
Komunikasi 
-8,16 -9,61 -1,59 0,85 1,44 
Keuangan, Persewaan, dan 
Jasa Perusahaan 
17,01 51,39 1,10 9,40 4,07 
Jasa-jasa 13,96 4,32 2,73 6,50 1,14 
Indonesia 3,18 1,35 1,04 -0,004 3,45 
Sumber: BPS 
 Pertumbuhan penduduk bekerja di Indonesia selama periode tahun 2010 
hingga 2014 mengalami fluktuasi. Secara nasional, pertumbuhan penduduk 
bekerja tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Bahkan pada tahun 
2013 pertumbuhan penduduk bekerja mengalami pertumbuhan yang negatif 
sebesar -0,004. Pertumbuhan terbesar yaitu pada tahun 2014 dan mencapai 
3,45 %.  
 Selama kurun waktu 2010 sampai 2014 pertumbuhan penduduk bekerja 
di berbagai sektor mengalami pertumbuhan yang negatif seperti  sektor 
pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan 
penggalian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor perdagangan, 
hotel, dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor pertanian 





pertumbuhan yang negatif selama empat tahun berturut-turut yaitu pada tahun 
2010 hingga tahun 2013. Selain itu, sektor pengangkutan mengalami 
pertumbuhan penduduk bekerja yang negatif selama tiga tahun yaitu pada tahun 
2010 hingga 2012. Sektor lainnya hanya mengalami pertumbuhan penduduk 
bekerja yang negatif selama satu tahun selama periode tahun 2010 hingga 2014.  
 Pertumbuhan penduduk bekerja yang paling pesat ditunjukkan oleh 
sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan dimana pada tahun 2011 
mencapai 51,39 %. Secara keseluruhan, beberapa sektor juga mengalami 
pertumbuhan yang tinggi dan mencapai belasan seperti sektor listrik, gas, dan air 
bersih, sektor bangunan, dan sektor jasa-jasa. Di sisi lain, meskipun sektor 
pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan jumlah penduduk 
bekerja yang tinggi pada tahun 2011 yang mencapai 16,81 % namun pada tahun 
2013 mengalami penurunan jumlah penduduk bekerja sehingga pertumbuhannya 
menjadi negatif sebesar -11,26 %.  
Tabel 4.2 
Struktur Penduduk Bekerja Berdasarkan Sektor di Indonesia Tahun 2010 
dan 2014  
Sektor 2010 (%) 2014 (%) 
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan 
Perikanan 
38,35 34 
Pertambangan dan Penggalian 1,16 1,25 
Industri Pengolahan 12,77 13,30 
Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,22 0,25 
Bangunan 5,17 6,35 
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 20,78 21,66 
Pengangkutan dan Komunikasi 5,19 4,46 
Keuangan, Persewaan, dan Jasa 
Perusahaan 
1,61 2,64 
Jasa-jasa 14,75 16,07 






 Selama periode tahun 2010 hingga 2014 struktur penduduk bekerja di 
Indonesia berdasarkan sektor masih didominasi oleh empat sektor yaitu sektor 
pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, 
sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor jasa-jasa. Meskipun selama 
empat tahun berturut-turut mengalami pertumbuhan yang negatif, sektor 
pertanian masih menjadi dominan dalam menyerap tenaga kerja dengan 
persentase sebanyak 38,35 % pada tahun 2010 dan 34 % pada tahun 2014. 
Penurunan ini menandakan adanya peralihan penduduk bekerja dari sektor 
pertanian ke sektor-sektor lainnya. Sektor lain yang juga menunjukkan 
penurunan share yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi yang sebelumnya 
sebesar 5,19 % pada tahun 2010 menjadi 4,46 % pada tahun 2014. 
 Sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas dan air bersih, 
dan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan merupakan tiga sektor 
yang memiliki share terendah terhadap jumlah penduduk bekerja selama tahun 
2010 hingga 2014. Sektor listrik dengan share yang hanya sebesar 0,22 % pada 
tahun 2010 dan 0,25 % pada tahun 2014 merupakan sektor dengan share 
terendah terhadap jumlah penduduk bekerja. Sektor pertambangan yang 
merupakan sektor yang padat modal hanya menyerap tenaga kerja sebesar 1,25 
% dari total penduduk bekerja pada tahun 2014.  
 Selain itu, sektor jasa-jasa menunjukkan peningkatan share yang paling 
besar yaitu pada tahun 2010 sebesar 14,75 % dan meningkat menjadi 16,07 % 
pada tahun 2014. Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa terjadi pergeseran 
struktural pada komposisi penduduk bekerja berdasarkan sektor dimana 
penduduk bekerja di sektor pertanian menurun dan pekerjaan di sektor jasa 





bekerja pada sektor pertanian mengalami pertumbuhan yang negatif selama 
empat tahun dari tahun 2010 hingga 2014. 
 Pergeseran penduduk bekerja ini juga menandakan produktivitas 
penduduk bekerja Indonesia meningkat. Ini dikarenakan secara umum sektor-
sektor sekunder dan tersier menuntut keterampilan yang lebih tinggi 
dibandingkan sektor primer. Ini berarti ketersediaan tenaga kerja yang terampil 
merupakan hal mutlak agar perekonomian Indonesia bisa beralih dari 
perekonomian structural yang berbasis pertanian dengan eksploitasi sumber 
daya alam menjadi sistem produksi dengan keterampilan tinggi dan padat 
pengetahuan. 
4.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 
 Perkembangan produksi barang dan jasa yang dihasilkan di Indonesia 
dicerminkan oleh nilai pertumbuhan ekonomi. Nilai pertumbuhan ekonomi juga 
menjadi salah satu indikator utama perkembangan ekonomi suatu negara 
disamping angka kemiskinan, angka pengangguran, dan sebagainya. 
Perkembangan pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor selama tahun 2010 
hingga 2014 menggambarkan seberapa besar peranan masing-masing sektor 
ekonomi dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Perkembangan struktur 
ekonomi Indonesia berdasarkan sektor menggambarkan seberapa besar share 
atau distribusi masing-masing sektor ekonomi bagi produksi barang dan jasa 










Pertumbuhan Sektor Ekonomi Indonesia Tahun 2010-2014 




3,01 3,37 4,2 3,44 3,29 
Pertambangan dan 
Penggalian 
3,37 1,6 1,58 1,41 -0.22 
Industri Pengolahan 4,74 6,14 5,74 5,56 4,86 
Listrik, Gas, dan Air 
Bersih 
5,33 4,71 6,32 5,78 5,5 
Bangunan 6,95 6,07 7,39 6,57 6,58 
Perdagangan, Hotel, 
dan Restoran 
8,69 9,24 8,16 5,69 4,64 
Pengangkutan dan 
Komunikasi 
13,41 10,71 9,98 9,8 9,31 
Keuangan, Persewaan, 
dan Jasa Perusahaan 
5,67 6,84 7,14 7,57 5,96 
Jasa-jasa 6,04 6,8 5,22 5,47 5,92 
Indonesia 6,22 6,49 6,26 5,73 5,06 
Sumber: BPS, PDB Nasional  
 
 Selama periode tahun 2010 hingga tahun 2014 terlihat pada grafik diatas 
bahwa trend pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor cenderung tetap hingga 
menurun. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung konstan dan bahkan menurun 
tersebut dikarenakan kondisi perekonomian global yang belum membaik 
sehingga berdampak pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan. 
Pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan yang paling 
besar diantara semua sektor meskipun dalam periode tahun 2010 hingga 2014 
mengalami penurunan nilai pertumbuhan.  Sebaliknya, sektor pertambangan dan 
penggalian mengalami pertumbuhan yang paling rendah dan juga mengalami 
trend pertumbuhan yang menurun selama tahun 2010 hingga 2014.  
 Pada tahun 2010 sektor industri yang merupakan sektor andalan dalam 
memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 4,5 % yang 





itu, perbaikan pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor 
keuangan persewaan dan jasa didorong oleh aktivitas perekonomian domestik 
yang diiringi peningkatan impor pada sektor perdagangan dan peningkatan 
permintaan kredit pada sektor keuangan. Ketiga sektor ini memiliki pangsa yang 
besar sehingga cukup berperan besar terhadap aktivitas ekonomi secara 
keseluruhan.  
 Pada tahun 2011 sumber pertumbuhan ekonomi menurut sektor berasal 
dari sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta 
sektor pengangkutan dan komunikasi. Kinerja sektor industri didukung oleh 
semakin tingginya pertumbuhan subsektor makanan dan minuman dan subsektor 
tekstil sebagai dampak dari pertumbuhan konsumsi dan semakin kompetitifnya 
produk tekstil. Sektor perdagangan didukung oleh masih kuatnya aktivitas 
perekonomian domestik dan tingginya impor yang tercermin pada peningkatan 
penjualan eceran. Sedangkan sektor pengangkutan dan komunikasi didukung 
oleh perkembangan komunikasi data/internet yang cukup pesat. 
 Kontributor utama pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 adalah sektor 
industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor 
pengangkutan dan komunikasi. Sektor penghasil barang ditopang oleh 
permintaan domestik terhadap produksi sektor industri yang meningkat dan 
sektor pertanian yang didukung oleh produksi padi dan kelapa sawit yang 
meningkat. Sementara itu, sektor penghasil jasa seperti sektor pengangkutan 
didukung oleh kinerja subsektor angkutan jalan, jasa angkutan, dan komunikasi, 
dan juga sektor keuangan tumbuh meningkat yang ditopang oleh kinerja 
subsektor bank dan lembaga keuangan non bank yang tumbuh positif. 
 Jika sebelumnya sektor-sektor penghasil barang yang pada tahun 2012 





tersebut tumbuh melambat. Sementara itu terdapat pula beberapa sektor 
penghasil jasa yang juga tumbuh melambat namun sektor-sektor penghasil jasa 
lainnya masih tercatat mengalami pertumbuhan yang meningkat. Sektor 
penghasil barang yaitu sektor pertanian tumbuh melambat karena menurunnya 
permintaan ekspor komoditas berbasis perkebunan kelapa sawit dan juga 
menurunnya produksi padi. Selain itu, penurunan produksi minyak menyebabkan  
sektor pertambangan tumbuh melambat dan pada sektor industri dikarenakan 
terbatasnya pertumbuhan ekspor.  
 Kinerja sektor penghasil jasa yang meningkat seperti sektor keuangan, 
ditopang oleh subsektor bank yang tumbuh baik. Sektor penghasil jasa yang lain 
mengalami perlambatan pertumbuhan seperti sektor perdagangan dikarenakan 
masih terbatasnya perdagangan ekspor dan juga sektor bangunan melambat 
karena menurunnya aktivitas investasi dan konstruksi. 
 Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2014 mengalami penurunan 
domestik lima tahun sebelumnya pada tahun 2010 tercermin dari pertumbuhan 
beberapa sektor yang mengalami penurunan tajam. Berdasarkan sektor, 
perlambatan ekonomi terjadi baik pada sektor tradables dan nontradables. Dari 
kelompok tradable, pelemahan terutama terjadi di sektor pertambangan yang 
mengalami pertumbuhan yang negatif sejalan dengan menurunnya permintaan 
ekspor batubara serta implementasi UU Minerba pada awal tahun. Permintaan 
domestik yang melemah dan menurunnya kinerja ekspor berdampak pada 
melemahnya pertumbuhan pada sektor nontradables, antara lain sektor  
perdagangan, hotel, dan restoran, sektor usaha pengangkutan dan komunikasi, 







Tabel 4.4  
Struktur Ekonomi Indonesia Berdasarkan Sektor Tahun 2010 dan 2014  
Sektor 2010 (%) 2014 (%) 
Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan 
Perikanan 
15,29 14,33 
Pertambangan dan Penggalian 11,16 10,49 
Industri Pengolahan 24,8 23,71 
Listrik, Gas, dan Air Bersih 0,76 0,8 
Bangunan 10,25 10,05 
Perdagangan, Hotel, dan Restoran 13,69 14,6 
Pengangkutan dan Komunikasi 6,56 7,39 
Keuangan, Persewaan, dan Jasa 
Perusahaan 
7,24 7,65 
Jasa-jasa 10,24 10,98 
Indonesia 100 100 
Sumber: BPS 
 
 Struktur perekonomian Indonesia berdasarkan sektor mengambarkan 
seberapa besar share tiap sektornya terhadap perekonomian Indonesia yang 
digambarkan oleh PDB nasional. Berdasarkan grafik di atas, selama tahun 2010 
dan 2014 struktur ekonomi Indonesia didominasi oleh sektor Industri Pengolahan 
dengan persentase share lebih dari 20 % dari total PDB Indonesia. Meskipun 
sektor industri menunjukkan pertumbuhan produksi yang meningkat dari tahun 
2010 ke tahun 2014 namun share sektor ini terhadap PDB nasional mengalami 
penurunan dari 24,8 % pada tahun 2010 menjadi 23,71 % pada tahun 2014.. 
 Sektor listrik, gas, dan air bersih merupakan sektor dengan share yang 
terkecil terhadap PDB nasional namun share sektor ini terhadap PDB nasional 
meningkat dari 0,76 % pada tahun 2010 menjadi 0,8 % pada tahun 2014. Selain 
itu, pada dua titik waktu yaitu 2010 dan 2014 menunjukkan beberapa sektor yang 
mengalami peningkatan share seperti sektor perdagangan, hotel, dan restoran, 





perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Sebaliknya sektor-sektor lainnya mengalami 
penurunan share terhadap PDB.   
 
4.3 Perkembangan Investasi di Indonesia 
 Investasi yang merupakan salah satu faktor penting dalam membangun 
ekonomi suatu negara juga berperan penting dalam menyerap tenaga kerja baru. 
Semakin besar nilai investasi dan jumlah proyek yang dilakukan di suatu negara 
maka semakin besar pula penyerapan tenaga kerja yang dapat diciptakan. Tentu 
saja juga dipengaruhi apakah investasi tersebut berupa investasi padat modal 
ataupun padat karya atau tenaga kerja.  
 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam 
modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh 
penanam modal atau investor dalam negeri dengan menggunakan modal dalam 
negeri pula. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan 
menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan 
oleh investor asing dengan menggunakan modal asing sepenuhnya maupun 
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.  Ada banyak faktor yang 
mempengaruhi besarnya nilai investasi dan menjadi pertimbangan investor 
melakukan investasi di suatu wilayah atau negara seperti potensi wilayah 
tersebut, faktor politik dan keamanan, kualitas SDM, keadaan infrastruktur, dsb.  
 Selama periode tahun 2010 hingga tahun 2014 nilai realisasi investasi di 
Indonesia meningkat tajam baik PMDN maupun PMA meskipun terdapat 
beberapa provinsi yang mengalami penurunan nilai investasi. Berdasarkan 
provinsi, Investasi di Indonesia masih didominasi di Provinsi-provinsi Pulau Jawa 
baik pada tahun 2010 maupun pada tahun 2014. Sedangkan berdasarkan sektor, 
investasi di Indonesia masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan 






Pertumbuhan Investasi di Indonesia Tahun 2010 ke Tahun 2014 
Sektor 
PMDN (miliar Rp) PMA (juta US$) Pertumbuhan (%) 
2010 2014 2010 2014 PMDN PMA 
1 9.056,4 13.379,9 813 2.326,2 47,74 186,13 
2 3.075 3.140,7 2.229,3 4.665,1 2,14 109,26 
3 25.612,6 59.034,7 3.357,1 13.019,4 130,49 287,82 
4 4.929,8 36.296,8 1.428,4 1.248,8 636,27 -12,57 
5 67,6 12.097,7 619,9 1.383,7 17796,01 123,21 
6 506,7 2.249,3 1.096,8 1.379,8 343,91 25,80 
7 13.787,7 15.715 5.046,2 3.000,8 13,98 -40,53 
8 261,7 13.111,8 1.050,2 1.168,4 4910,24 11,25 
9 3.328,6 1.100,4 573,8 337,5 -66,94 -41,18 
Indonesia 60.626,3 156,126.3 16.214,8 28.529,7 157,52 75,95 
Sumber: BPS, Ket: 1 (Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan), 2 
(Pertambangan dan Penggalian), 3 (Industri Pengolahan), 4 (Listrik, Gas, dan Air Bersih), 
5 (Bangunan), 6 (Perdagangan, Hotel, dan Restoran), 7 (Pengangkutan dan 
Komunikasi), 8 (Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan), 9 (Jasa-jasa). 
 
 Pertumbuhan investasi di Indonesia berdasarkan sektor baik itu PMDN 
maupun PMA dari tahun 2010 ke tahun 2014 sangat bervariasi. Secara nasional, 
pertumbuhan PMDN dari tahun 2010 ke tahun 2014 mengalami peningkatan 
yang cukup besar yaitu 157,52 % sedangkan PMA hanya 75,95 %. Secara 
umum, pertumbuhan PMDN beberapa sektor mengalami peningkatan yang 
sangat besar seperti sektor bangunan yang pada tahun 2010 hanya sebesar 
67,6 miliar rupiah menjadi 12.097,7 miliar rupiah pada tahun 2014. Selain itu 
peningkatan yang besar juga ditunjukkan oleh sektor keuangan, persewaan, dan 
jasa perusahaan yang pada tahun 2010 sebesar 261,7 miliar rupiah menjadi 
13.111,8 miliar rupiah pada tahun 2014. 
 Sebaliknya terdapat beberapa sektor yang tercatat memiliki pertumbuhan 





sama memiliki pertumbuhan yang negatif yaitu sebesar -66,94 % untuk PMDN 
dan -41,18 % untuk PMA. Selain itu sektor listrik, gas, dan air bersih, dan sektor 
pengangkutan dan komunikasi juga mengalami pertumbuhan PMA yang negatif 
yaitu masing-masing sebesar -12,57 % dan -40,53 %. Sektor pertambangan dan 
penggalian mengalami pertumbuhan PMDN yang tidak signifikan seperti sektor-
sektor lainnya dan hanya mencapai 2,14 %. 
 Pada tahun 2010 iklim investasi membaik dan kinerja perekonomian 
domestik telah meningkatkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan 
modalnya di Indonesia sehingga nilai investasi di Indonesia meningkat  
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sektor industri pengolahan dan sektor 
pengangkutan dan komunikasi masih menjadi favorit investor untuk melakukan 
investasi pada tahun 2010 yang ditunjukkan dengan besarnya nilai investasi 
pada kedua sektor tersebut baik PMDN maupun PMA. 
 Peningkatan pesat nilai investasi pada tahun 2014 merupakan imbas dari 
terjaganya tingkat kepercayaan investor untuk melakukan investasi di Indonesia. 
Selain itu kegiatan usaha domestik yang masih ekspansif juga turut mendorong 
nilai investasi yang besar tersebut. Berdasarkan negara asal investasi yang 
masuk ke Indonesia, sektor industri pengolahan didominasi oleh investor asal 
Singapura dan Jepang, sektor pertanian oleh investor asal Singapura sebagai 
investor utama, dan sektor pertambangan didominasi oleh investor asal 
Tiongkok. Meskipun nilai investasi meningkat pesat dari tahun 2010, namun 
sebenarnya investasi tumbuh melambat pada tahun 2014 dibandingkan pada 
tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2013. Investasi yang tumbuh melambat ini 







4.4 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Indonesia 
Perkembangan dan perubahan kebutuhan hidup yang semakin meningkat 
mendorong upah juga semakin besar. Di Indonesia, upah minimum ditetapkan 
oleh masing-masing pemerintah provinsi seluruh Indonesia setiap tahunnya. 
Perbedaan kebutuhan hidup utamanya harga-harga kebutuhan yang bervariasi 
tiap provinsinya menjadi salah satu pertimbangan penetapan upah minimum 
ditetapkan masing-masing pemerintah provinsi. Upah minimum ditetapkan 
pemerintah provinsi berdasarkan kebutuhan hidup layak dan juga dengan 
memperhatikan produktivitas para pekerja dan pertumbuhan ekonomi masing-
masing provinsi.  
Perkembangan upah minimum provinsi di Indonesia menggambarkan 
berapa besar upah minimum masing-masing provinsi di Indonesia yang tiap 
tahunnya terus mengalami kenaikan seiring dengan perkembangan harga-harga. 
Besarnya kenaikan upah minimum provinsi dari tahun 2010 ke tahun 2014 dapat 
menggambarkan bahwa dalam lima tahun tersebut berapa besar kenaikan upah 
minimum provinsi yang bervariasi dari satu provinsi dengan provinsi-provinsi 
lainnya. Pada umumnya meskipun provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan bagian 
barat Indonesia lainnya secara umum memiliki tingkat harga-harga yang lebih 
rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di bagian tengah dan timur 
Indonesia namun pada perkembangannya upah minimum provinsi-provinsi di 









Kenaikan Upah Minimum Provinsi di Indonesia Tahun 2010 ke Tahun 2014 
Provinsi 2010 (ribu Rp) 2014 (ribu Rp) Kenaikan (%) 
Aceh 1.300,0 1.750,0 34,62 
Sumatera Utara 965,0 1.505,9 56,05 
Sumatera Barat 950,0 1.490,0 56,84 
Riau 1.016,0 1.700,0 67,32 
Jambi 900,0 1.502,3 66,92 
Sumatera Selatan 927,8 1.800,0 94,01 
Bengkulu 780,0 1.350,0 73,08 
Lampung 767,5 1.150,0 49,84 
Kep. Bangka Belitung 910,0 1.640,0 80,22 
Kepulauan Riau 925,0 1.665,0 80 
DKI Jakarta 1.118,0 2.441,3 118,36 
Jawa Barat 671,5 1.000,0 48,92 
Jawa Tengah 660,0 910,0 37,88 
DI Yogyakarta 745,7 988,5 32,56 
Jawa Timur 630,0 1.000,0 58,73 
Banten 955,3 1.325,0 38,70 
Bali 829,3 1.321,0 59,29 
Nusa Tenggara Barat 890,8 1.210,0 35,83 
Nusa Tenggara Timur 800,0 1.150,0 43,75 
Kalimantan Barat 741,0 1.380,0 86,23 
Kalimantan Tengah 986,5 1.724,0 74,76 
Kalimantan Selatan 1.024,5 1.620,0 58,13 
Kalimantan Timur 1.002,0 1.886,3 88,25 
Sulawesi Utara 990,0 1.900,0 91,92 
Sulawesi Tengah 777,5 1.250,0 60,77 
Sulawesi Selatan 1.000,0 1.800,0 80 
Sulawesi Tenggara 860,0 1.400,0 62,79 
Gorontalo 710,0 1.325,0 86,62 
Sulawesi Barat 944,2 1.400,0 48,27 
Maluku 840,0 1.415,0 68,45 
Maluku Utara 847,0 1.441,0 70,13 
Papua Barat 1.210,0 1.870,0 54,55 
Papua 1.316,5 1.900,0 44,32 
 Rata-rata Indonesia 908,8 1.595,9 75,61 
Sumber: BPS 
 Selama periode tahun 2010 hingga 2014 perkembangan upah minimum 
umumnya terus meningkat lebih dari 50 % baik rata-rata upah minimum nasional 





Pada tahun 2010 rata-rata upah minimum seluruh provinsi di Indonesia sebesar 
Rp 908.800 dimana Provinsi Papua menetapkan upah minimum tertinggi yaitu 
Rp 1.316.500 dan Provinsi Jawa Timur dengan upah minimum terendah yang 
hanya mencapai Rp 630.000.  
Pada tahun 2014, nilai upah minimum semua provinsi mengalami 
peningkatan pesat dibandingkan pada tahun 2014 dimana hanya dua provinsi 
saja yang masih dibawah 1 juta rupiah dan juga Provinsi DKI Jakarta masih yang 
tertinggi mencapai Rp 2.441.300 dan Provinsi Jawa Tengah yang terendah 
hanya sebesar Rp 910.000. Provinsi DKI Jakarta tercatat memiliki upah minimum 
dengan persentase kenaikan tertinggi yang mencapai 118,36 % jauh lebih besar 
dibandingkan kenaikan rata-rata upah minimum nasional. Di sisi lain, Provinsi DI 
Yogyakarta dengan persentase kenaikan upah minimum yang hanya mencapai 
32,56 % jauh dibawah kenaikan rata-rata upah minimum nasional. 
4.5 Hasil Analisis 
Berdasarkan hasil regresi model menunjukkan bahwa R2 sebesar 0.99 
yang berarti variabel-variabel independen Pertumbuhan Ekonomi (X1), Investasi 
(X2), dan Upah Minimum Provinsi (X3) menjelaskan variabel dependen 
Penyerapan Tenaga Kerja (Y1) sebesar 99%. Adapun sisanya 1% dijelaskan 
oleh variasi variabel diluar model. 
Untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel 
independen terhadap variabel dependen maka digunakan uji t-statistik. 
Parameter yang digunakan apabila t statistik > t tabel atau dapat diketahui dari 





biasa dikenal dengan taraf signifikansi. Dalam penelitian digunakan taraf 
signifikansi 5% atau 0.05.  
Hasil estimasi pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa koefisien regresi 
pertumbuhan ekonomi (X1) yaitu -0.001189 dengan probabilitas sebesar 0.2972 
lebih besar dari taraf signifikansi 5% (0.05). Ini berarti  setiap kenaikan 1 persen 
pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan penurunan penyerapan tenaga kerja 
sebesar 0.0012 persen. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia 
periode 2010-2014.  
Hasil estimasi untuk variabel Investasi (X2) menunjukkan bahwa koefisien 
regresi investasi yaitu 0.005459 dengan probabilitas sebesar 0.1607 lebih besar 
dari taraf signifikansi 5% (0.05). Ini berarti  setiap kenaikan 1 persen investasi 
akan mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 0.0055 
persen. Dengan demikian investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia periode 2010-2014. Hasil ini 
sesuai dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya. 
Hasil estimasi untuk variabel Upah Minimum (X3) menunjukkan bahwa 
koefisien regresi upah minimum yaitu 0.076476 dengan probabilitas sebesar 
0.0000 lebih kecil dari taraf signifikansi 5% (0.05). Ini berarti  setiap kenaikan 1 
persen upah minimum provinsi akan mengakibatkan penurunan penyerapan 
tenaga kerja sebesar 0.076 persen. Dengan demikian upah minimum provinsi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di 







Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Upah Minimum 
Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja 
Variabel 
Independen 
Koefisien t-statistic Prob. Pengaruh 
Pertumbuhan 
Ekonomi 
-0.001189 -1.046663 0.2972 Tidak signifikan 
Investasi 0.005459 1.410669 0.1607 Tidak signifikan 
Upah Minimum 
Provinsi 
0.076476 4.657611 0.0000 Signifikan 
Total Observasi : 165 
R-squared : 0.999204 
Adj. R-squared : 0.998988 
F-statistik : 4626.806 
Prob. F-statistik : 0.000000 
Sumber: Data sekunder yang diolah dari Eviews 9.5 
Untuk melihat pengaruh semua variabel independen terhadap variabel 
dependen secara bersama-sama digunakan uji f-statistik atau uji validitas model. 
Hasil estimasi diperoleh probabilitas f statistik sebesar 0.000 lebih kecil dari taraf 
signifikansi 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen 
Pertumbuhan Ekonomi (X1), Investasi (X2), dan Upah Minimum Provinsi (X3) 
secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penyerapan Tenaga 
Kerja (Y1).  
4.6 Pembahasan Hasil Analisis  
4.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga 
Kerja di Indonesia 
Teori-teori mengenai pertumbuhan dan perkembangan ekonomi selalu 
mengaitkan hubungan positif antara pertumbuhan ekonomi dan jumlah tenaga 
kerja yang terserap. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pertumbuhan 
produksi akan mendorong tambahan tenaga kerja akibat pertumbuhan produksi 
tersebut maka secara teori pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap 





Pertumbuhan ekonomi yang seringkali dianggap berpengaruh positif 
terhadap penyerapan tenaga kerja nyatanya tidak terjadi pada provinsi-provinsi di 
Indonesia selama tahun 2010 hingga 2014. Pertumbuhan ekonomi dalam hal ini 
pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh sektor-sektor yang 
tidak menyerap banyak tenaga kerja dalam proses produksinya. Sektor-sektor 
tradable yang memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi justru mengalami 
pertumbuhan produksi yang lebih lambat dibandingkan sektor-sektor non-
tradable yang memiliki daya serap tenaga kerja yang rendah. 
Beberapa penelitian sebelumnya juga sudah banyak yang membuktikan 
pertumbuhan ekonomi tidak menjamin peningkatan lapangan pekerjaan dan 
penyerapan tenaga yang besar. Emilia Herman (2011) menemukan bahwa 
terdapat lima negara di Uni Eropa yang memiliki elastisitas pertumbuhan 
ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja yang negatif. Itu berarti di lima 
negara tersebut pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang negatif terhadap 
penyerapan tenaga kerja. Mahadea dan Simson (2010) juga menemukan 
elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja di Afrika 
Selatan selama tahun 1994-2008 rendah dan efek marjinal pertumbuhan tenaga 
kerja juga lemah. Safatillah (2014) juga menemukan bahwa pertumbuhan 
ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga 
kerja pada industri elektronik di Indonesia. Dengan ketiga penelitian ini 
menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. 
Schmid dalam Herman (2011) mengatakan bahwa jenis atau tipe 
pertumbuhan ekonomi (ekstensif atau intensif) merupakan faktor penting yang 





baru. Pertumbuhan ekonomi sebagai hasil dari pertumbuhan permintaan secara 
agregat dapat dicapai dengan beberapa cara: kuantitas input (tenaga kerja, 
modal, dll) meningkat, atau produktivitas faktor produksi meningkat, ataukah 
kombinasi dari keduanya. Itu berarti pertumbuhan ekonomi bisa dicapai dengan 
kuantitas penyerapan tenaga kerja yang banyak dengan kombinasi input yang 
lebih mengandalkan tenaga kerja.  
Meskipun dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi ternyata tidak 
berpengaruh signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, namun bukan berarti 
dengan memacu pertumbuhan ekonomi tidak menjadi prioritas utama dalam 
menyerap banyak tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi yang 
diperlukan untuk menciptakan pekerjaan dan memperluas kesempatan kerja. 
Oleh karena itu, jika pemerintah ingin lebih fokus pada penyerapan tenaga kerja 
sebagai indikator pertumbuhan ekonomi yang berkualitas maka pertumbuhan 
ekonomi haruslah didorong oleh pertumbuhan tenaga kerja yang terserap pula 
dengan mengandalkan sektor dengan tenaga kerja yang lebih banyak atau 
dengan kata lain sektor dengan intesitas pekerjaan yang tinggi sebagai 
penggerak perekonomian. Selain itu, usaha pemerintah untuk bisa mendorong 
berdirinya bisnis-bisnis kecil juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi 
angkatan kerja. 
4.6.2 Pengaruh Realisasi Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di 
Indonesia 
Investasi merupakan salah satu komponen dalam perekonomian yang 
dapat mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar dan menurunkan 
angka pengangguran. Tenaga kerja yang terserap merupakan salah satu 





wilayah. Meskipun begitu, besarnya nilai investasi bukan suatu jaminan apakah 
tenaga kerja yang dibutuhkan untuk proyek dari investasi tersebut akan 
berjumlah besar.  
Beberapa penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa anggapan 
investasi berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja tidak selalu 
benar. Priambodo (2014) menemukan bahwa investasi tidak berpengaruh 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Semarang. Begitu pula dengan 
hasil penelitian Jenkins (2006) yang menemukan bahwa pertumbuhan investasi 
yang tinggi di Vietnam selama tahun 1990-an tidak memberikan dampak yang 
besar bagi penyerapan tenaga kerja di negara tersebut. Ini disebabkan tingginya 
produktivitas dan rendahnya value-added dari realisasi investasi di Vietnam. Ini 
berarti sesuai dengan hasil penelitian penulis dimana investasi juga tidak 
memiliki pengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia 
pada tahun 2010 hingga 2014. 
Realisasi investasi di Indonesia didominasi oleh sektor-sektor padat 
modal dimana tenaga kerja bukan kebutuhan utama sektor-sektor tersebut dalam 
melakukan aktivitas produksi. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
merilis bahwa iklim investasi di Indonesia memang cenderung berpihak pada 
sektor padat modal. Investasi yang lebih bersifat padat modal menandakan rasio 
antara modal dan tenaga kerja semakin besar sehingga jumlah tenaga kerja 
yang dibutuhkan dan dapat terserap ke lapangan kerja semakin sedikit.  
Selain itu, sektor manufaktur yang mendominasi investasi di Indonesia 
juga tidak lagi berpusat pada sektor manufaktur yang bersifat padat karya 
melainkan industri padat modal. Sistem produksi yang lebih banyak 





menjadi alasan mengapa investasi manufaktur cenderung bersifat padat modal. 
Itulah mengapa meskipun investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan 
tenaga kerja tetapi pengaruh tersebut tidak berdampak besar bagi tenaga kerja 
dan penurunan tingkat pengangguran. ILO (2012) mencatat bahwa banyak 
kegiatan intensif pekerja seperti manufaktur tekstil, kulit, garmen, dan sepatu 
yang mengalami stagnan, sementara manufaktur makanan dan manufaktur yang 
lebih padat modal seperti manufaktur mesin dan pemrosesan zat kimia 
mengalami perkembangan. 
Oleh karena itu, pemerintah seharusnya berperan dalam menarik investor 
agar menanamkan modalnya di sektor padat karya yang menyerap banyak 
tenaga kerja. Selain itu, usaha pemerintah untuk bisa mendorong berdirinya 
bisnis-bisnis kecil juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru bagi angkatan 
kerja. 
4.6.3 Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Penyerapan Tenaga 
Kerja di Indonesia 
Teori permintaan tenaga kerja menyatakan bahwa tingkat upah dan 
permintaan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif dimana apabila tingkat 
upah meningkat maka permintaan terhadap tenaga kerja cenderung berkurang. 
Seiring berkembangnya ilmu ekonomi, teori tentang permintaan tenaga kerja 
tersebut meskipun sudah banyak penelitian yang membuktikannya namun 
adapula yang bertentangan dengan teori permintaan tenaga kerja diatas.  
Beberapa penelitian sebelumnya yang bertentangan dengan teori 
permintaan tenaga kerja seperti Saputri (2011) menemukan bahwa tingkat upah 





Salatiga dan juga Ratna Sari, dkk (2015) menemukan bahwa upah minimum 
kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja 
di sektor industri pengolahan di Kabupaten Jember. Begitu pula dengan Purnami 
(2015) menemukan bahwa upah minimum berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat. Berdasarkan kedua temuan ini 
berarti sesuai dengan hasil temuan penulis dimana kenaikan upah minimum 
berpengaruh terhadap meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia 
selama tahun 2010 hingga 2014. 
Di sisi penawaran, peningkatan upah minimum provinsi tersebut 
mendorong para pencari kerja untuk memenuhi berbagai lapangan pekerjaan 
yang tersedia. Di sisi permintaan, Islam dan Nazara (2000) dalam penelitiannya 
berpendapat bahwa upah minimum tidak mengurangi prospek penyerapan 
tenaga kerja di Indonesia. Dalam studi mereka diasumsikan jika pertumbuhan 
ekonomi sebesar 4 % per tahun maka upah minimum riil dapat ditingkatkan 
sebesar 24 % tanpa mengakibatkan hilangnya kesempatan kerja.  
Meskipun logikanya peningkatan upah minimum menyebabkan kenaikan 
biaya bagi produsen, namun menurut mereka tidak ada bukti yang menunjukkan 
bahwa kenaikan biaya tenaga kerja karena meningkatnya upah minimum akan 
mengakibatkan berkurangnya keuntungan perusahaan skala menengah dan 
besar. Oleh karena itu, melalui upah minimum yang layak pemerintah bisa 












1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 
kesimpulan yaitu pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia pada tahun 
2010 hingga tahun 2014. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia 
pada tahun 2010 hingga 2014 menyebabkan penurunan penyerapan 
tenaga kerja di Indonesia.. 
2. Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2014. 
Peningkatan realisasi investasi di Indonesia selama periode 2010 hingga 
2014 menyebabkan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja di 
Indonesia meskipun tidak maksimal. Pengaruh investasi yang tidak 
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dikarenakan realisasi 
investasi selama tahun 2010 hingga 2014 lebih didominasi oleh sektor 
padat modal dan membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit.  
3. Upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan 
tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2014. 
Peningkatan upah minimum di masing-masing provinsi dapat mendorong 









1. Adapun saran untuk kebijakan, yang pertama pertumbuhan ekonomi yang 
tidak berdampak positif bagi penyerapan tenaga kerja seharusnya 
menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong produksi di Indonesia 
lebih didominasi oleh sektor dengan serapan tenaga kerja yang besar. 
Kedua, Pemerintah hendaknya berupaya agar iklim investasi bagi sektor 
padat karya makin baik dan mendorong industri-industri di sektor padat 
karya makin kompetitif sehingga investor tertarik menanamkan modalnya 
di sektor padat karya dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia bisa 
ditingkatkan. Ketiga, Upah minimum yang ternyata berpengaruh positif 
terhadap penyerapan tenaga kerja hendaknya menjadi pertimbangan 
pemerintah dalam menetapkan upah minimum agar sesuai dengan 
harapan bagi para pekerja.  
2. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, penelitian ini 
memiliki kelemahan dimana karena penelitian ini dilakukan dengan 
metode yang sederhana sehingga periode penelitian ini pun cukup 
singkat, oleh karena itu sebaiknya untuk penelitian selanjutnya jangka 
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Aceh 2010 1.776.254 2,74 40,9 4,6 1.300 
Aceh 2011 1.852.473 4,48 259,4 22,7 1.350 
Aceh 2012 1.798.547 5,14 60 172,3 1.400 
Aceh 2013 1.824.586 4,18 3.636 94,2 1.550 
Aceh 2014 1.931.823 1,65 5.110 31,1 1.750 
Sumatera Utara 2010 6.125.571 6,42 662,7 181,1 965 
Sumatera Utara 2011 5.912.114 6,63 1.673,10 753,7 1.035,5 
Sumatera Utara 2012 5.751.682 6,22 2.550 645,3 1.200 
Sumatera Utara 2013 5.899.560 6,01 5.069 887,5 1.375 
Sumatera Utara 2014 5.881.371 5,23 4.224 550,8 1.505,90 
Sumatera Barat 2010 2.041.454 5,94 73,8 7,9 950 
Sumatera Barat 2011 2.070.725 6,26 1.026,20 22,8 1.055 
Sumatera Barat 2012 2.037.642 6,38 885 75 1.150 
Sumatera Barat 2013 2.005.642 6,18 678 91,4 1.350 
Sumatera Barat 2014 2.180.336 5,85 421 112,1 1.490 
Riau 2010 2.170.247 4,21 1.037,10 86,6 1.016 
Riau 2011 2.424.180 5,04 7.462,60 212,3 1.120 
Riau 2012 2.339.002 3,54 5.450 1.152,90 1.238 
Riau 2013 2.481.361 2,61 4.874 1.304,90 1.400 
Riau 2014 2.518.485 2,62 7.708 1.369,50 1.700 
Jambi 2010 1.462.405 7,35 223,3 37,2 900 
Jambi 2011 1.434.998 8,54 2.134,90 19,5 1.028 
Jambi 2012 1.423.624 7,44 1.446 156,3 1.142,50 
Jambi 2013 1.382.471 7,88 2.800 34,3 1.300 
Jambi 2014 1.491.038 7,76 908 51,4 1.502,30 
Sumatera Selatan 2010 3.421.193 5,63 1.738,40 186,3 927,8 
Sumatera Selatan 2011 3.553.104 6,5 1.068,90 557,3 1.048,40 
Sumatera Selatan 2012 3.532.932 6,01 2.931 786,4 1.195,20 
Sumatera Selatan 2013 3.464.620 5,98 3.396 485,9 1.350 
Sumatera Selatan 2014 3.692.806 4,68 7.043 1.056,50 1.800 
Bengkulu 2010 815.741 6,1 8,5 25,1 780 
Bengkulu 2011 873.719 6,46 0 43,1 815 
Bengkulu 2012 830.266 6,6 53 30,4 930 
Bengkulu 2013 801.146 6,21 110 22,3 1.200 
Bengkulu 2014 868.794 5,49 8 19,3 1.350 
Lampung 2010 3.737.078 5,88 272,3 30,7 767,5 





Lampung 2012 3.449.307 6,53 304 114,3 975 
Lampung 2013 3.385.046 5,97 1,325 46,8 1.150 
Lampung 2014 3.673.158 5,08 3,496 156,5 1.150 
Bangka Belitung 2010 585.136 5,99 0,4 22 910 
Bangka Belitung 2011 589.634 6,5 514,4 146 1.024 
Bangka Belitung 2012 583.102 5,73 534 59,2 1.110 
Bangka Belitung 2013 596.786 5,29 608 112,4 1.265 
Bangka Belitung 2014 604.223 4,68 615 105 1.640 
Kep. Riau 2010 769.486 7,19 166,9 165,7 925 
Kep. Riau 2011 781.824 6,66 1.370,40 219,7 975 
Kep. Riau 2012 824.567 6,82 44 537,1 1.015 
Kep. Riau 2013 848.660 6,13 418 315,7 1.365,10 
Kep. Riau 2014 819.656 7,32 28 392,1 1.665 
DKI Jakarta 2010 4.689.761 6,5 4.598,50 6.429,30 1.118 
DKI Jakarta 2011 4.588.418 6,73 9.256,40 4.824,10 1.290 
DKI Jakarta 2012 4.838.596 6,53 8.540 4.107,70 1.529 
DKI Jakarta 2013 4.712.836 6,11 5.754 2.591,10 2.200 
DKI Jakarta 2014 4.634.369 5,95 17.811 4.509,40 2.441,30 
Jawa Barat 2010 16.942.444 6,2 15.799,80 1.692,10 671,5 
Jawa Barat 2011 17.454.781 6,51 11.194,30 3.839,40 732 
Jawa Barat 2012 18.321.108 6,28 11.384 4.210,70 780 
Jawa Barat 2013 18.413.984 6,06 9.006 7.124,90 850 
Jawa Barat 2014 19.230.943 5,06 18.727 6.562,00 910 
Jawa Tengah 2010 15.809.447 5,84 795,4 59,1 660 
Jawa Tengah 2011 15.916.135 6,03 2.737,80 175 676 
Jawa Tengah 2012 16.132.890 6,34 5.797 241,5 765 
Jawa Tengah 2013 15.964.048 5,81 12.594 464,3 830 
Jawa Tengah 2014 16.550.682 5,42 13.602 463,4 910 
DI Yogyakarta 2010 1.775.148 4,88 10 4,9 745,7 
DI Yogyakarta 2011 1.798.595 5,17 1,6 2,4 808 
DI Yogyakarta 2012 1.867.708 5,32 334 84,9 892,7 
DI Yogyakarta 2013 1.847.070 5,4 284 29,6 947,1 
DI Yogyakarta 2014 1.956.043 5,18 704 64,9 988,5 
Jawa Timur 2010 18.698.108 6,68 8.084,10 1.769,20 630 
Jawa Timur 2011 18.940.340 7,22 9.687,50 1.312,00 705 
Jawa Timur 2012 19.081.995 7,27 21.520 2.298,80 745 
Jawa Timur 2013 19.266.457 6,55 34,849 3.396,30 866,25 
Jawa Timur 2014 19.306.508 5,86 38,132 1.602,50 1.000 
Banten 2010 4.583.085 6,11 5.852,50 1.544,20 955,3 
Banten 2011 4.529.660 6,38 4.298,60 2.171,60 1.000 
Banten 2012 4.605.847 6,15 5.118 2.716,30 1.042 





Banten 2014 4.853.992 5,47 8.081 2.034,60 1.325 
Bali 2010 2.177.358 5,83 313,4 278,3 829,3 
Bali 2011 2.204.874 6,49 313.,4 482,1 890 
Bali 2012 2.268.708 6,65 3.108 482 967,5 
Bali 2013 2.273.897 6,05 2.985 390,9 1.181 
Bali 2014 2.272.632 6,72 253 427,1 1.321 
Nusa Tenggara Barat 2010 2.132.933 6,35 1.805,80 220,5 890,8 
Nusa Tenggara Barat 2011 1.962.240 -2,69 42,3 465,1 950 
Nusa Tenggara Barat 2012 1.972.764 -1,1 45 635,8 1.000 
Nusa Tenggara Barat 2013 1.981.842 5,69 1.398 488,2 1.100 
Nusa Tenggara Barat 2014 2.094.100 5,06 212 551,1 1.210 
Nusa Tenggara Timur 2010 2.061.229 5,25 0,1 3,8 800 
Nusa Tenggara Timur 2011 2.096.259 5,62 1 5,5 850 
Nusa Tenggara Timur 2012 2.095.683 5,41 14 8,7 925 
Nusa Tenggara Timur 2013 2.075.948 5,56 18 9,9 1.010 
Nusa Tenggara Timur 2014 2.174.228 5,04 4 15,1 1.150 
Kalimantan Barat 2010 2.095.705 5,47 1.171,70 170,4 741 
Kalimantan Barat 2011 2.146.572 5,98 1.404,00 500,7 802,5 
Kalimantan Barat 2012 2.106.514 5,81 2.811 397,5 900 
Kalimantan Barat 2013 2.053.823 6,08 2.522 650 1.060 
Kalimantan Barat 2014 2.226.510 5,02 4.321 966,1 1.380 
Kalimantan Tengah 2010 1.022.580 6,5 3.507,70 546,6 986,5 
Kalimantan Tengah 2011 1.105.701 6,77 3.376,00 543,7 1.134,60 
Kalimantan Tengah 2012 1.070.210 6,69 4.530 524,7 1.225 
Kalimantan Tengah 2013 1.063.711 7,37 1.835 481,6 1.553,10 
Kalimantan Tengah 2014 1.154.489 6,21 980 951 1.724 
Kalimantan Selatan 2010 1.743.622 5,59 2.015,00 202,2 1.024,50 
Kalimantan Selatan 2011 1.824.929 6,12 2.118,30 272,1 1.126 
Kalimantan Selatan 2012 1.821.327 5,72 3.510 272,3 1.327,40 
Kalimantan Selatan 2013 1.811.096 5,18 8.299 260,6 1.337,50 
Kalimantan Selatan 2014 1.867.462 4,85 2.616 502,5 1.620 
Kalimantan Timur 2010 1.481.898 5,1 7.881,30 1.092,20 1.002 
Kalimantan Timur 2011 1.591.003 4,09 6.569,10 602,3 1.084 
Kalimantan Timur 2012 1.619.118 3,98 5.889 2.014,10 1.177 
Kalimantan Timur 2013 1.624.272 1,59 16.035 1.335,40 1.752,10 
Kalimantan Timur 2014 1.677.466 1,4 12.859 2.145,70 1.886,30 
Sulawesi Utara 2010 936.939 7,16 95,8 226,8 990 
Sulawesi Utara 2011 990.720 7,39 331,6 220,2 1.050 
Sulawesi Utara 2012 957.292 7,86 679 46,7 1.250 
Sulawesi Utara 2013 946.852 7,45 67 65,7 1.550 
Sulawesi Utara 2014 980.756 6,31 83 98,4 1.900 





Sulawesi Tengah 2011 1.260.999 9,12 2.620,20 370,4 827,5 
Sulawesi Tengah 2012 1.165.442 9,24 603 806,5 885 
Sulawesi Tengah 2013 1.175.930 9,38 605 855 995 
Sulawesi Tengah 2014 1.293.226 5,11 96 1.494,20 1.250 
Sulawesi Selatan 2010 3.272.365 8,19 3.212,30 441,8 1.000 
Sulawesi Selatan 2011 3.375.498 7,61 3.986,30 89,6 1.100 
Sulawesi Selatan 2012 3.351.908 8,39 2.319 582,6 1.200 
Sulawesi Selatan 2013 3.291.280 7,65 921 462,8 1.440 
Sulawesi Selatan 2014 3.527.036 7,57 4.950 280,9 1.800 
Sulawesi Tenggara 2010 997.678 8,22 19,2 14 860 
Sulawesi Tenggara 2011 1.026.548 8,96 59 17 930 
Sulawesi Tenggara 2012 975.879 10,41 907 35,7 1.032,30 
Sulawesi Tenggara 2013 968.949 7,28 1.262 86,4 1.125,20 
Sulawesi Tenggara 2014 1.037.419 6,26 1.250 161,8 1.400 
Gorontalo 2010 432.926 7,63 16,7 0,8 710 
Gorontalo 2011 445.210 7,68 11,8 12,5 762,5 
Gorontalo 2012 445.729 7,12 165 35,3 837,5 
Gorontalo 2013 449.104 7,76 84 25,7 1.175 
Gorontalo 2014 479.137 7,29 45 4,1 1.325 
Sulawesi Barat 2010 514.867 11,89 840 37,3 944,2 
Sulawesi Barat 2011 536.048 10,32 216,8 5,6 1.006 
Sulawesi Barat 2012 548.783 9,01 229 0,2 1.127 
Sulawesi Barat 2013 523.960 7,16 685 2,5 1.165 
Sulawesi Barat 2014 595.797 8,73 690 16,3 1.400 
Maluku 2010 586.430 6,47 0 2,9 840 
Maluku 2011 650.112 6,06 0,1 11,7 900 
Maluku 2012 610.362 7,81 3 8,5 975 
Maluku 2013 598.792 5,14 0 52,8 1.275 
Maluku 2014 601.651 6,7 0 13,1 1.415 
Maluku Utara 2010 411.361 7,95 0 246 847 
Maluku Utara 2011 437.870 6,4 13,5 129,8 889,4 
Maluku Utara 2012 443.946 6,67 321 90,3 960,5 
Maluku Utara 2013 445.359 6,12 1.115 268,5 1.200,60 
Maluku Utara 2014 456.017 5,49 156 98,7 1.441 
Papua Barat 2010 316.547 28,47 178 329,6 1.210 
Papua Barat 2011 336.588 27,01 1.377,80 1.312,00 1.410 
Papua Barat 2012 341.741 15,9 55 1.202,40 1.450 
Papua Barat 2013 353.619 9,3 584 2.360,00 1.720 
Papua Barat 2014 378.436 5,38 250 2.260,60 1.870 
Papua 2010 1.456.545 -3,19 51,3 17,2 1.316,50 
Papua 2011 1.476.227 -5,32 47,2 33,1 1.403 





Papua 2013 1.634.332 14,84 304 54,2 1.710 
Papua 2014 1.617.437 3,25 100 153,4 1.900 
  Sumber: BPS  
2. Rekapitulasi Data Setelah Transformasi Ln 
Provinsi Tahun TK PE Investasi UMP 
Aceh 2010 14.39 2.74 25.13 14.08 
Aceh 2011 14.43 4.84 26.87 14.12 
Aceh 2012 14.40 5.14 28.18 14.15 
Aceh 2013 14.42 4.18 29.20 14.25 
Aceh 2014 14.47 1.65 29.34 14.38 
Sumatera Utara 2010 15.63 6.42 28.46 13.78 
Sumatera Utara 2011 15.59 6.63 29.77 13.85 
Sumatera Utara 2012 15.57 6.22 29.80 14.00 
Sumatera Utara 2013 15.59 6.01 30.40 14.13 
Sumatera Utara 2014 15.59 5.23 30.04 14.22 
Sumatera Barat 2010 14.53 5.94 25.70 13.76 
Sumatera Barat 2011 14.54 6.26 27.84 13.87 
Sumatera Barat 2012 14.53 6.38 28.11 13.96 
Sumatera Barat 2013 14.51 6.18 28.21 14.12 
Sumatera Barat 2014 14.59 5.85 28.23 14.21 
Riau 2010 14.59 4.21 28.23 13.83 
Riau 2011 14.70 5.04 29.87 13.93 
Riau 2012 14.69 3.54 30.44 14.03 
Riau 2013 14.72 2.61 30.66 14.15 
Riau 2014 14.74 2.62 30.84 14.35 
Jambi 2010 14.20 7.35 27.05 13.71 
Jambi 2011 14.18 8.54 28.47 13.84 
Jambi 2012 14.17 7.44 28.72 13.95 
Jambi 2013 14.14 7.88 28.80 14.08 
Jambi 2014 14.21 7.76 28.07 14.22 
Sumatera Selatan 2010 15.05 5.63 28.86 13.74 
Sumatera Selatan 2011 15.08 6.5 29.44 13.86 
Sumatera Selatan 2012 15.08 6.01 29.99 13.99 
Sumatera Selatan 2013 15.06 5.98 29.86 14.12 
Sumatera Selatan 2014 15.12 4.68 30.64 14.40 
Bengkulu 2010 13.61 6.1 26.18 13.57 
Bengkulu 2011 13.68 6.46 26.69 13.61 
Bengkulu 2012 13.63 6.6 26.57 13.74 
Bengkulu 2013 13.59 6.21 26.67 14.00 
Bengkulu 2014 13.67 5.49 26.24 14.12 





Lampung 2011 15.06 6.43 28.07 13.66 
Lampung 2012 15.05 6.53 27.97 13.79 
Lampung 2013 15.03 5.97 28.27 13.96 
Lampung 2014 15.12 5.08 29.33 13.96 
Bangka Belitung 2010 13.28 5.99 26.01 13.72 
Bangka Belitung 2011 13.29 6.5 28.24 13.84 
Bangka Belitung 2012 13.28 5.73 27.73 13.92 
Bangka Belitung 2013 13.30 5.29 28.31 14.05 
Bangka Belitung 2014 13.31 4.68 28.28 14.31 
Kep. Riau 2010 13.55 7.19 28.14 13.74 
Kep. Riau 2011 13.57 6.66 28.84 13.79 
Kep. Riau 2012 13.62 6.82 29.29 13.83 
Kep. Riau 2013 13.65 6.13 29.08 14.13 
Kep. Riau 2014 13.62 7.32 29.22 14.33 
DKI Jakarta 2010 15.36 6.5 31.76 13.93 
DKI Jakarta 2011 15.34 6.73 31.60 14.07 
DKI Jakarta 2012 15.39 6.53 31.51 14.24 
DKI Jakarta 2013 15.37 6.11 31.25 14.60 
DKI Jakarta 2014 15.35 5.95 31.93 14.71 
Jawa Barat 2010 16.65 6.2 31.07 13.42 
Jawa Barat 2011 16.68 6.51 31.46 13.50 
Jawa Barat 2012 16.72 6.28 31.58 13.57 
Jawa Barat 2013 16.73 6.06 32.19 13.65 
Jawa Barat 2014 16.77 5.06 32.24 13.82 
Jawa Tengah 2010 16.58 5.84 27.91 13.40 
Jawa Tengah 2011 16.58 6.03 29.10 13.42 
Jawa Tengah 2012 16.60 6.34 29.73 13.55 
Jawa Tengah 2013 16.59 5.81 30.54 13.63 
Jawa Tengah 2014 16.62 5.42 30.59 13.72 
DI Yogyakarta 2010 14.39 4.88 24.71 13.52 
DI Yogyakarta 2011 14.40 5.17 23.87 13.60 
DI Yogyakarta 2012 14.44 5.32 27.78 13.70 
DI Yogyakarta 2013 14.43 5.4 27.19 13.76 
DI Yogyakarta 2014 14.49 5.18 28.04 13.80 
Jawa Timur 2010 16.74 6.68 30.81 13.35 
Jawa Timur 2011 16.76 7.22 30.70 13.47 
Jawa Timur 2012 16.76 7.27 31.41 13.52 
Jawa Timur 2013 16.77 6.55 31.96 13.67 
Jawa Timur 2014 16.78 5.86 31.69 13.82 
Banten 2010 15.34 6.11 30.61 13.77 
Banten 2011 15.33 6.38 30.81 13.82 





Banten 2013 15.35 5.86 31.53 13.97 
Banten 2014 15.40 5.47 31.14 14.10 
Bali 2010 14.59 5.83 28.67 13.63 
Bali 2011 14.61 6.49 29.18 13.70 
Bali 2012 14.63 6.65 29.68 13.78 
Bali 2013 14.64 6.05 29.68 13.98 
Bali 2014 14.64 6.72 29.35 14.09 
Nusa Tenggara Barat 2010 14.57 6.35 28.96 13.70 
Nusa Tenggara Barat 2011 14.49 -2.69 29.08 13.76 
Nusa Tenggara Barat 2012 14.50 -1.1 29.45 13.82 
Nusa Tenggara Barat 2013 14.50 5.69 29.63 13.91 
Nusa Tenggara Barat 2014 14.55 5.06 29.59 14.01 
Nusa Tenggara Timur 2010 14.54 5.25 24.26 13.59 
Nusa Tenggara Timur 2011 14.56 5.62 24.65 13.65 
Nusa Tenggara Timur 2012 14.56 5.41 25.31 13.74 
Nusa Tenggara Timur 2013 14.55 5.56 25.66 13.83 
Nusa Tenggara Timur 2014 14.59 5.04 25.98 13.96 
Kalimantan Barat 2010 14.56 5.47 28.63 13.52 
Kalimantan Barat 2011 14.58 5.98 29.41 13.60 
Kalimantan Barat 2012 14.56 5.81 29.53 13.71 
Kalimantan Barat 2013 14.54 6.08 29.98 13.87 
Kalimantan Barat 2014 14.62 5.02 30.42 14.14 
Kalimantan Tengah 2010 13.84 6.5 29.76 13.80 
Kalimantan Tengah 2011 13.92 6.77 29.75 13.94 
Kalimantan Tengah 2012 13.88 6.69 29.89 14.02 
Kalimantan Tengah 2013 13.88 7.37 29.67 14.26 
Kalimantan Tengah 2014 13.96 6.21 30.18 14.36 
Kalimantan Selatan 2010 14.37 5.59 28.97 13.84 
Kalimantan Selatan 2011 14.42 6.12 29.15 13.93 
Kalimantan Selatan 2012 14.42 5.72 29.45 14.10 
Kalimantan Selatan 2013 14.41 5.18 30.07 14.11 
Kalimantan Selatan 2014 14.44 4.85 29.81 14.30 
Kalimantan Timur 2010 14.21 5.1 30.50 13.82 
Kalimantan Timur 2011 14.28 4.09 30.12 13.90 
Kalimantan Timur 2012 14.30 3.98 30.86 13.98 
Kalimantan Timur 2013 14.30 1.59 31.11 14.38 
Kalimantan Timur 2014 14.33 1.4 31.31 14.45 
Sulawesi Utara 2010 13.75 7.16 28.39 13.81 
Sulawesi Utara 2011 13.81 7.39 28.48 13.86 
Sulawesi Utara 2012 13.77 7.86 27.75 14.04 
Sulawesi Utara 2013 13.76 7.45 27.49 14.25 





Sulawesi Tengah 2010 13.97 8.74 27.97 13.56 
Sulawesi Tengah 2011 14.05 9.12 29.42 13.63 
Sulawesi Tengah 2012 13.97 9.24 29.76 13.69 
Sulawesi Tengah 2013 13.98 9.38 30.03 13.81 
Sulawesi Tengah 2014 14.07 5.11 30.56 14.04 
Sulawesi Selatan 2010 15.00 8.19 29.60 13.82 
Sulawesi Selatan 2011 15.03 7.61 29.20 13.91 
Sulawesi Selatan 2012 15.03 8.39 29.70 14.00 
Sulawesi Selatan 2013 15.01 7.65 29.51 14.18 
Sulawesi Selatan 2014 15.08 7.57 29.76 14.40 
Sulawesi Tenggara 2010 13.81 8.22 25.70 13.66 
Sulawesi Tenggara 2011 13.84 8.96 26.09 13.74 
Sulawesi Tenggara 2012 13.79 10.41 27.86 13.85 
Sulawesi Tenggara 2013 13.78 7.28 28.47 13.93 
Sulawesi Tenggara 2014 13.85 6.26 28.81 14.15 
Gorontalo 2010 12.98 7.63 23.90 13.47 
Gorontalo 2011 13.01 7.68 25.55 13.54 
Gorontalo 2012 13.01 7.71 26.95 13.64 
Gorontalo 2013 13.02 7.76 26.71 13.98 
Gorontalo 2014 13.08 7.29 25.29 14.10 
Sulawesi Barat 2010 13.15 11.89 27.79 13.76 
Sulawesi Barat 2011 13.19 10.32 26.32 13.82 
Sulawesi Barat 2012 13.22 9.01 26.17 13.94 
Sulawesi Barat 2013 13.17 7.16 27.30 13.97 
Sulawesi Barat 2014 13.30 8.73 27.52 14.15 
Maluku 2010 13.28 6.47 23.98 13.64 
Maluku 2011 13.38 6.06 25.39 13.71 
Maluku 2012 13.32 7.81 25.17 13.79 
Maluku 2013 13.30 5.14 27.19 14.06 
Maluku 2014 13.31 6.7 25.82 14.16 
Maluku Utara 2010 12.93 7.95 28.42 13.65 
Maluku Utara 2011 12.99 6.4 27.81 13.70 
Maluku Utara 2012 13.00 6.67 27.81 13.78 
Maluku Utara 2013 13.01 6.12 29.11 14.00 
Maluku Utara 2014 13.03 5.49 27.96 14.18 
Papua Barat 2010 12.67 28.47 28.78 14.01 
Papua Barat 2011 12.73 27.01 30.22 14.16 
Papua Barat 2012 12.74 15.9 30.09 14.19 
Papua Barat 2013 12.78 9.3 31.01 14.36 
Papua Barat 2014 12.84 5.38 30.40 14.44 
Papua 2010 14.19 -3.19 26.05 14.09 





Papua 2012 14.24 1.08 26.60 14.23 
Papua 2013 14.31 14.84 27.60 14.35 
Papua 2014 14.30 3.25 28.33 14.46 
         Sumber: Data Sekunder yang diolah dari Statistik Terbitan BPS 
3. Penentuan Metode Estimasi 
a) Hasil Uji Chow 
 
Sumber: Eviews 9.5 (diolah) 
Hipotesis: 
H0 : Model PLS, H1 : Model FEM 
 Kesimpulan : Nilai probabilitas Uji F dan Chi-square adalah 0.0000 lebih 
kecil dari taraf signifikansi α = 0.05 sehingga H0 ditolak dan model data yang 
digunakan adalah Fixed Effect Model.  
b) Hasil Uji Haussman 
                  
      Sumber: Eviews 9.5 (diolah) 
Hipotesis: 
H0 : Model FEM, H1 : Model REM 
 Kesimpulan : Nilai probabilitas cross-section random sebesar 0.0000 
dimana α = 0,05 lebih besar, sehingga dapat disimpulkan model yang tepat untuk 





4. Hasil Pengujian untuk Perhitungan Statistik Pengaruh X1, X2, dan X3 
Terhadap Y1 dengan Fixed Effect Model. 
 
Sumber: Eviews 9.5 (diolah) 
Dependent Variable: Y1?
Method: Pooled Least Squares




Total pool (balanced) observations: 165
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
X1? -0.001189 0.001136 -1.046663 0.2972
X2? 0.005459 0.003870 1.410669 0.1607
X3? 0.076476 0.016420 4.657611 0.0000




































Cross-section fixed (dummy variables)
R-squared 0.999204     Mean dependent var 14.43460
Adjusted R-squared 0.998988     S.D. dependent var 1.008944
S.E. of regression 0.032095     Akaike info criterion -3.849984
Sum squared resid 0.132884     Schwarz criterion -3.172323
Log likelihood 353.6237     Hannan-Quinn criter. -3.574898
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